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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bunga bank 
dalam praktik perbankan dari sudut pandang   ijtihad   Jama’i   Nahdlatul 
Ulama dan sudut pandang ijtihad Qiyasi Muhammadiyah.   Penelitian   ini 
akan mengkaji dan menganalisis tentang perbandingan pandangan Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah terhadap bunga bank dalam praktik perbankan 
yang ada di Indonesia. 
Penelitian ini merupakan penelitian tokoh yang termasuk ke dalam 
jenis penelitian kepustakaan (Library Research). Sumber data dalam 
penelitian ini yaitudata primer,dimana pengumpulan data merupakan sumber 
asli dari hasil ijtihad Nahdlatul Ulama dan hasil ijtihad Muhammadiyah 
fatwa majlis tarjih dan tajdid Muhammadiyah, serta data sekunder yang 
diperoleh dari referensi baik berupa buku, jurnal, artikel, dan skripsi yang 
sesuai dengan objek yang sedang diteliti. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pandangan   NU 
sendiri sepakat bahwa ada khilafiyah dalam menanggapinya, ditinjau dari 
kaca mana ulama tersebut menanggapinya. Pendapat pertama diperbolehkan, 
alasannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Pendapat yang 
kedua adalah haram mutlak, karena dipandang dari segi tambahan 
pengembalian yang dipersyaratkan diawal akad. Sedangkan ulama 
Muhammadiyah sendiri sepakat bahwa hukum dari bunga adalah mutasyabihat, 
berada di antara halal dan haram. Dalam menyikapi perbedaan persepsi tentang 
bunga bank pada persoalan prosedurnya, diharapkan agar prosedur itu dapat 
disesuaikan agar terwujudnya ketentuan hukum bunga bank yang lebih 
sempurna bagi masyarakat 
 





BAB I  
PENDAHULUA N 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Perekonomian di indonesia semakin hari semakin 
berkembang,baik itu di rana   komsumsi   maupun   finansial. 
Perbankan misalnya hampir seluruh masyarakat indonesia telah 
menggunakan jasa bank. Mulai masyarakat desa sampai kota, 
masyarakat ekonomi lemah sampai masyarakat   kelas   ekonomi 
tinggi. Salah satu produk bank yang sangat   dikenal   oleh 
masyarakat menabung dan kredit bank. Layanan   tersebut 
memberikan pemahaman terhadap masayarakat   ketika   kita 
menabung akan mendapatkan imbalan berupa bung bank, begitupun 
dengan kredit kita melakukan kredit dengan bunga yang rendah 
dibandingkan tempat peminjaman yang lain. 
Bank adalah suatu badan yang tugas utamanya sebagai 
perantara untuk menyalurkan penawaran   dan   permintaan   kredit 
pada waktu yang telah ditentukan.
1
 Jadi bank merupakan wadah 
yang diberikan pemerintah untuk menyalurkan uang kemasyarakat. 
Jadi dia menanmpung uang dari masyarakat, kemudian disalurkan 












Dunia perbankan dengan sistem bunga, kelihatannya semakin 
mapan dalam perekonomian modern, sehingga hampir   tidak 
mungkin dihindari, apalagi dihilangkan. Bank saat merupakan 
sesuatu kekuatan ekonomi masyarakat.
2
 
Bunga bank menjadi sebuah jantung dalam perbankan yang 
terus menjaga eksistensinya dengan nasabah.   Namun   ditengah 
tengah masyarakat bungan bank menjadi sebuah perdebatan 
mengenai manfaat dan mudharatnya. Karena indonesia sebagai 
negara mayoritas islam dengan berbagai ormas islam didalamnya, 
menghadirkan banyak perspektif. Ada yang menganggap bahwa 
bunga bank itu riba ada juga yang beranggapan bukan riba. 
Dengan adanya perbedaan pendapat dalam mengasumsikan 
bunga tersebut, sangat menjadi sorotan semakin hari.   Oleh karena 
itu pendapat ulama juga hadir untuk memahamkan pengikutnya 
seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Sebagian dari ormas 
tersebut mengganggap riba, sebagian juga itu tidak sama dengan 
riba yang ditanggapi oleh organisasi besar islam di indonesia. 
Hadirnya perbedaan pendapat dari ulama menhadirkan 
pertanyaan dikalangan masyarakat, khususnya masyarakat yang taat 
terhadap syariat islam. Sehingga asumsi dikalangan masyarakat 





2 Triana Jamilatul Khoir ―Bunga Bank Dalam Pandangan Ulama (Studi Pendapat 
Ulama Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah di Kabupaten Blitar”), (Jurusan Hukum 
Ekonomi Syariah,skiripsi IAIN Tulungagung, 2019),h. 1 
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persoalan ini. Sedangkan peran bank sangat menjadi sektor dalam 
kegiatanperekonomian. 
Berbicara tentang kata riba pasti sudah tidak asing lagi 
dikalangan masyarakat. Asal kata ―riba‖ menurut bahasa arab ialah 
lebih (bertambah). Adapun yang dimaksud disini menurut istilah 
syara‘ adalah akad yang terjadi dengan penukaran   yangtertentu, 
tidak diketahui sama atau tidaknya menurut aturan syara‘, atau 
terlambat menerimanya.
3
 Tambahan tersebut menimbulkan banyak 
pertimbanga oleh para ulama, tambahan yang tergolong dalam riba 
atau bukan. 
Para ulama kontenporer dalam menjelaskan larangan riba 
berpijak pada landaan Al-quran dan   sunnah,   khususnya   yang 
berlaku terhadap berbagai macam transaksi dengan melalui metode 
qiyas yang menekankan persamaan illat, mereka tidak menekankan 
pentingnya melalui   metode   qiyas   yang   menekankan   persamaan 
illat, mereka tidak menekankan pentingnya melalui pertimbangan alasan-
alasa rasional. Melalui persamaan landasan illat, setiap peningkatan 
dalam pinjaman atau hutang yang   menambah penerimaan kreditur 
dari sejumlah nilai pokok yang dipinjamkan dalam setiap transaksi 
demikian itu termasuk riba. Sedangkan pada kesempatan lain dijelaskan, 
bahwa aspek ketidakadilan yang nampak dari bentuk transaksi yang 
berkaitan dengan pinjaman atau hutang menjadikan keunggulan yang 
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tidak semua transaksi yang   menujukkan   indikasi   adanya 
peningkatan dari nilai pokok pinjamam adalah dilarang, karena 
termasuk riba. Akan tetapi larangan tersebut hanya berlaku pada 
jenis transaksi yang menimbulkan ketidakadilan.
4
 




Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat 
berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan 
syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka 
yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual   beli   itu   sama   dengan 
riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan 
mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai 
kepadanya larangan dari   Tuhannya,   lalu   terus   berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah 
diambilnya dahulu (sebelum datang   larangan);   dan 
urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali 
(mengambil riba), maka orang itu   adalah   penghuni- 




Dari ayat diatas telah dijelaskan bahwa riba itu sangat 
dilaramg dalam ajaran islam. Juga dipertegas bahwa orang yang 
melakukan riba akan dijanjikan neraka. Sehingga masih menjadi 
pertanyaan bagaimana bank konvensional yang menerapkan bunga 
bank. 
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5 Qs. Al-Baqarah ayat 27 
Bunga bank menjadi topik keseharian masyarakat ketika 
menyebut bank itu sendiri, khususnya umat islam. Banyak orang 
yang berpikir bahwa bunga bank itu riba yang diharamkan islam. 
Kenapa kemudian bunga bank itu riba karena   ketika   kita 
melakukan kredit dibank, nasabah akan mengembalikan pinjaman 
modal dengan nilai lebih seperti persentasebunga yang telah menjadi 
ketentuan. Setidaknya terdapat dua pendapat mendasar yang 
membahas tentang riba. Pendapat pertama berasal dari kalangan 
mayoritas umat Islam, yang mengadopsi dari interpretasi   para 
fuqoha tentang riba sebagaimana yang tertuang dalam fiqh (hukum 
Islam). Pendapat lainnya mengatakan bahwa larangan terhadap riba 
dipahami sebagai sesuatu yang berhubungan denganadanya upaya 




menurut Fazlurrahman ialah sesuatu yang   berbeda,   karena 
ribā merupakan sesuatu yang diharamkan oleh naṣṣ Al-Qur‟an dan 
ḥadīṡ, sedangkan bunga diperbolehkan asal tidak berisi pemerasan 
dan kezalimanbagi masyarakat. Bunga sendiri termasuk bagian dari 




Dalam bank konvensional riba dan bunga adalah keuntungan 
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dengan bunga bank sebenrnya tidak semata -mata 
diperuntukkan   banksaja, tetapi ada pihak lain juga mendapatkan 
bagi hasil dari bunga tersebut.Dalam bank konvensional, ada 
beberapa pihak yang terkait didalamnya. Yakni   pihak 
meminjam (nasabah yang meminjam modal dibank). Ada pihak 
menabung dibank, ada pihak banksebagai wadah uangatau temat 
pengolahan uang dan ada atran undang-undang sebagaipelindung 
bagi nasabah ketika pailit bank atau bisa dikatakan bankmerugi.
8
 
Bunga bank yang diserahlan kepada bank juga digunakan untuk 
membayar pajak negara. 
 
Sedangkan riba yang berarti tambahan terjadi   ketika 
diucapkan dalam akad oleh oihak pemberi pinjaman kepada yang 
meminjam, dan tambahan disini hanya menguntungkan salah satu 
pihsk saja, dalam artiansalah satu pihak dirugikan. Oleh karena itu 
riba dilarang dalam islam karena ada   unsur   ketidakadilan   dan 
unsur penindasan. Sedangkan dalam bank konvensional, tambahan 
terjadi karena sudah ada aturan perundangan dari bank indonesia. 
Dari sini perbedaab dapat terlihat antara bunga   bank   dan 
riba.dilihat dari akadnya, riba hanya dilakukan dua   pihak,   satu 
pihak pemberi pinjaman atau yang mengambil keuntungan   dari 
pihak lain Sebagai peminjam. Sedangkan jika dilihat dari 
pengertiannya   yang   sama- sama   berarti   tambahan,    tambahan 
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dalam akad. Sedangkan tambahan dalam bunga bank terjadi karena 
kesepakatan yang telah diatur oleh undang-undang perbankan. 
Dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia ayat   2   pasal   3 
Nomor 1 Tahun 2004 tentang bunga bank, memutuskan bahwa 
hukum dari bunga yang terdapat dalam praktek perbankan dan 
lembaga keuangan lainnya adalah haram kecuali karena dharurat.
9
 
Dalam menanggapi hal ini, terjadi perbedaan pendapat 
dikalangan ulama. Nahdlatul ulama dan muhammdiyyah merupakan 
organisasi islam terbesar di indonesia   yang   memiliki   pengikut 
sangat banyak. Nahdlatul Ulama   adalah   organisasi   para   ulama 
yang didirkan oleh KH Hasyim Asyari.
10
 
Sedangkan muhammadiyah adalah organisasi   besar   islam 
yang didirikan oleh K,H Ahmad Dahlan. Kedua Organisasi ini 
memiliki berbagai perbedaan pandangan. Dalam masyarakat 
perbedaan paling nyataadalah dalam berbagai masalah furu‘. 
Untuk itu, kedua organisasi   islam   tersebut   sangat 
berpengaruh dalam memberikan suatu ketetapan hikum bagi para 
pengikutnya. Karena memreka menjadikan organisasi tersebut 
menjadi panutan atau keyakinan dalam setiap tindakan yang akan 
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Penelitian ini dilakukan di provinsi sulawesi selatan karena 
karena disni banyak organisasi besar islam. Sebagian besar 
masyarakat sulalwesiselatan telah menggunalan jasa perbankan. Jadi 
rata rata penghasilan masyarakat sulawesi   selatan   disimpan   di 
bank, begitupu para pedagang juga menguunakan jasa bank untuk 
mengambil kedit. 
Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti   dan 
menuluuri kembali kembali permasalahan permasalahan   hukum 
bunga bank tersebut menuru pendapat Nahdlatul ulama melalui 
bahsul masailnya dan Muhammadiyah dengan Majlis Tarjihnya, 
dengan titik tekan pada permasalahan dasar yang melatar belakangi 
dari perbedaan tersebut mengenai bunga bank adalah   melalui 
metode pengambilan keputusan hukumnya yang diambil dari segi 
kajian fikihnya. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan 
diatas, Peneliti tertarik unntuk mengungkap sebuah penelitian yang 
berjudul ―Analisis Komparasi Ijtihad Jama’i Nahdlatul Ulama 
(Nu) Dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank 
Dalam Praktik Perbankan.” 
B. Rumusan Masalah 
 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah 
dipaparkan diatas, maka fokus penelitian yang berjudul Analisis 
Komparasi Ijtihad Jama‘i dan Ijrihad Qiyasi   Muhammadiyah 
Tentang Bunga Bank Dalam Praktik Perbankan dengan rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana bunga bank dalam praktik perbankan dari sudut 




2. Bagaimana bunga bank dalam praktik perbankan dari sudut 
pandangIjihad Qiyasi Muhammdiyah? 
3. Bangaimana perbandingan pandangan Nahdlatul Ulama dan 
Muhammadiyah terhadap Bunga bank dalam   praktik 
perbankan? 
C. Kajian Pustaka 
 
Adapun kajian pustaka yang   berkaitan   dengan   penelitian 
yang berjudul: ―Analisis Komparasi Ijtihad Jama‘i Nahdlatul Ulama 
(NU) dan Ijrihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank 
Dalam Praktik Perbankan‖ sebagai berikut: 
1. Jurnal hukum Respublika ―Ijtihad Jama‘i Nahdatul Ulama (Nu) 
Dan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga   Bank 
Dalam Praktik Perbankan‖ Oleh Rizal Bin   Jami‘an   tahun 
2016. Berdasarkan hasil penelitian jurnal ini, NU telah 
melakukan ijtihad (jama‘i) ketika menghadapai   persoalan 
hukum Islam kontemporer terkait dengan bunga bank.   NU 
tidak meninggalkan metode yang biasa digunakan   di 
lingkungan NU, yakni bermazhab secara qauli dengan 
mengambil pendapat ahli hukum Syafi‘iyah. Ijtihad bagi NU 
dilakukan dalam persoalan   hukum   Islam   yang   tidak 
ditemukan dalam kitab-kitab mu‘tabar. Penerapkan metode 
ijtihad jama‘I yang telah dibangun oleh ulama terdahulu 
dijadikan sebagai sandaran penetapan hukum   bunga   bank 
dalam praktik perbankan di Indonesia. NU berpendapat bahwa 
hukum bunga bank adalah haram karena termasuk utang yang 




peminjam atau nasabah (ad‘afan muda‘afah). Sementara 
Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode ijtihad 
dalam merespon bunga bank. Bagi Muhammadiyah ‗illat 
diharamkannya riba adalah adanya penganiayaan (az-Zulm) 
terhadap peminjaman dana. Konsekuensinya adalah   jika ‗illat 
itu ada pada bunga bank maka bunga bank sama dengan riba 
dan hukumnya riba. Sebaliknya, jika ‗illat itu tidak ada pada 
bunga bank maka bunga bank bukan riba dan tidak haram. 
Bagi Muhammadiyah ‗illat diharamkannya riba disinyalir juga 
ada pada bunga bank, sehingga   bunga   bank   disamakan 
dengan riba dan hukumnya adalah haram. Namun, keputusan 
tersebut hanya berlaku untuk bank milik   swasta.   Adapun 
bunga bank yang diberikan oleh   bank   milik   Negara   pada 
para nasabahnya atau sebaliknya,   termasuk   perkara 
musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara mutlak. 
Pendapat Muhammadiyahmengacu pada hasil mu‘tamar Majlis 
Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa Timur, tahun 1968 
yang memutuskan: Pertama, riba hukumnya   haram   dengan 
nash sarih al-Qur‘an dan as-Sunnah. Kedua, bank dengan 
sistem riba hukumnya haram dan bank tanpa riba hukumnya 
halal. Ketiga, bunga yang diberikan oleh bank milik negara 
kepada para nasabahnya atau sebaliknya, termasuk perkara 
musytabihat (yang meragukan). Keempat, menyarankan pada 
Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah untuk mengusahakan 
11  
 
terwujudnya konsepsi   sistem   perekonomian,   khususnya 
lembaga perbankan, yang sesuai dengan kaidah Islam.
11
 
2. Jurnal tahkim ―Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam‖ 
oleh St. Syahruni Usman tahun 2014 berdasalkan hasil 
peneletian jurnal ini Para fuqaha menyepakati riba nasi‘ah 
haram hukumnya, sebab mengeksploitasi peminjam. Pemilik 
modal mendapatkan keuntungan secara zalim. Riba nasi‘ah 
mempunyai unsur: (a) peminjaman dalam jangka waktu 
tertentu, (b) pihak yang berhutang berkewajiban memberi 
tambahan kepada pihak pemberi hutang ketika   mengangsur 
atau terjadi tenggang waktu antara pelunasan, sesuai dengan 
perjanjian, dan (c) obyek peminjaman berupa benda ribawi. 
Menurut ulama Hanafiyah dan Hanabilah, bahwa emas dan 
perak merupakan simbol barang tambang dan gandum, sya‘ir, 
kurma dan garam merupakan simbol barang yang ditakar. 
Sedangkan menurut ulama Malikiyah dan Syafi‘iyah, bahwa 
emas dan perak menjadi uang, sedangkan gandum, sya‘ir, 
kurma dan garam, menjadi simbol makanan. Karena itu, 
menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah, hutang benda sejenis 
yang dapat ditimbang dan ditakar tidak boleh ada kelebihan 
ketika pelunasan atau pengangsuran. Menurut ulama Malikiah 
dan Syafi‘iah, kelebihan tidak boleh terjadipada hutang benda 




Rizal bin Jami‖an ―Ijtihad Jama’i Nahdatul Ulama (Nu) Dan Ijtihad Qiyasi 








3. Jurnal ekonomi syariah ―Bunga Bank Dalam Perspektif Islam 
(Studi Pendapat Nahdlatul Ulama Dan Muhammadiyah) Oleh 
Abdul SalamTahun 2013 berdasarkan hasil dari penelitian jurnal 
ini Bahwa dalam merespon tentang masalah bunga bank, NU 
telah melakukan ijtihad (jama‘i) ketika menghadapai persoalan 
fiqh kontemporer, khususnya persoalan bunga bank, akan tetapi 
juga tidak meninggalkan cara-cara lama. Yaitu bermazhab 
secara qauli, dengan hanya mengambil pendapat ulama 
(Syafi‘iyah) secara sporadis dan apa adanya. Ijtihad bagi NU 
hanya dilakukan jika ―benar-benar‖ persoalan hukum Islamyang 
dihadapi tidak ditemukan dalam kitabkitab mu‘tabar.   Dan 
paling jauh menerapkan metode ijtihad yang telah dibangun 
oleh ulama terdahulu, karena sebagai cermin sikap tawaddu‘ 
NU kepada mereka. Sementara Muhammadiyah menggunakan 
qiyas sebagai metode ijtihad dalam   merespon bunga   bank. 
Bagi Muhammadiyah ‗illat diharamkannya riba adalah adanya 
pengisapan atau penganiayaan (az-Zulm) terhadap peminjaman 
dana. Konsekuensinya, kalau ‗illat itu ada pada bunga bank, 
maka bunga bank sama dengan riba dan hukumnya riba. 
Sebaliknya kalau ‗illat itu tidak ada pada bunga bank, maka 





 St. Syahruni Usman “Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam” (Fakultas 
Syariahdan Ekonomi Islam Ambon, 2014) 
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itu tidak haram. Bagi Muhammadiyah   ‗illat   diharamkannya 
riba disinyalir juga ada pada bunga bank, sehingga   bunga 
bank disamakan dengan riba dan hukumnya adalah haram. 
Namun keputusan tersebut hanya berlaku untuk bank milik 
swasta. Adapun bunga bank yang diberikan oleh bank milik 
negara pada para nasabahnya atau sebaliknya,   termasuk 
perkara musytabihat, tidak haram dan tidak pula halal secara 
mutlak. Pendapat Muhammadiyah mengacu pada hasil 
mu‘tamar Majlis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo Jawa 
Timur, tahun 1968 yang memutuskan:   Pertama,   riba 
hukumnya haram dengan nas sarih alQur‘an dan as-Sunnah. 
Kedua, Bank dengan sistem riba hukumnya haram dan bank 
tanpa riba hukumnya halal. Ketiga, Bunga   yang   diberikan 
oleh bank milik negara kepada para nasabahnya atau 
sebaliknya, termasuk perkara musytabihat (yang meragukan).. 
Keempat, Menyarankan pada PP Muhammadiyah untuk 
mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian, 




4. Jurnal Hukum Ekonomi Syariah ― Bunga Bank (Studi 
Komparasi Pendapat Nahdlatul Ulama dan Muhammdiyah) 
Oleh Qadir dan Salvia tahun 2017 berdasarkan hasil dari 
penelitian jurnal ini bahwa   baik   NU   maupun 





 Abdul Salam ―Bunga Bank Dalam Perpektif Islam (Studi Pendapat Nahdlatul 




riba hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan pada sarih Al- 
qurandan alhadis yang dengan jelas jelas telah mengharamkan 
adanya praktek riba. Meskipun dalam melihat aplikasi hukum 
islam tentang riba sama sama mengharamkannya,   tetapi NU 
dan Muhammadiyah Memiliki cara pandang yang   berbeda. 
Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah haram baik itu 
milik swasta maupun bank milik negara.
14
 
5. Media Syariah ―DINAMIKA FATWA BUNGA BANK DI 
INDONESIA: Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammaddiyah 
dan Nahdhatul Ulama‘ Oleh Muhammad Yasir Yusuf Tahun 
2012 berdasarkan hasil dari penelitian jurnal ini bahwa 
Perkembangan perbankan syari‘ah di Indonesia sangat 
dipengaruhi oleh dukungan para ulama   dari   berbagai 
organisasi Islam seperti Muhammadiyah,   Nahdhatul   Ulama 
dan Majelis Ulama Indonesia. Fatwa-fatwa yang diberikan 
mengenai riba dan bunga   telah   mendorong   gerbong 
perbankan syari‘ah menjadi kenyataan hadir di tengah-tengah 
maraknya lembaga keuangan konvensional. Ulama dan 
perbankan syari‘ah menjadi sesuatu yang tidak dapat 
dipisahkan. Dinamika pemikiran ulama tentang bunga bank di 
Indonesia terus mengalami evolusi seiring dengan semakin 
berkembangnya perbankan syari‘ah di Indonesia. Walaupun 




14 Mansyur Qadir dan Salvia ―Bunga Bank (Studi Komparasi Pendapat Nahdlatul 
Ulamadan Muhammadiyah)” (Unismuh Makassar 2017) 
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bunga dalam perbankan konvensional, tapi baik NU dan 
Muhammadiyah telah memberikan rekomendasi perlunya hadir 
lembaga keuangan berbasis syari‘ah. Perkembangan lembaga 
keuangan syari‘ah yang semakin dominan di Indonesia, 
mendorong Muhammadiyah pada tahun 2006   untuk 
memberikan fatwa baru mengenai bunga bank.
15
 
6. Jurnal Nur El-Islam ―Bunga Bank Antara Halal Dan Haram‖ 
Oleh Nurhadi tahun 2017 berdasarkan hasil dari penelitian 
jurnal ini bahwa Bunga bank dan riba keduanya sama-sama 
bermakna tambahan (mengambil kelebihan). Perbedaanya kalau 
riba sistemnya menggandakan uang tetapi cenderung untuk 
keperluan pribadi dan tidak sah menurut hukum,   seperti 
rintenir (memperkaya diri sendiri). Sedangkan bunga bank 
sistemnya untuk membantu masyarakat (tolong-menolong) 
kemudian kuntungan tersebut dibagi hasil   (bagi   hasil 
kerjasama / musyarakah) oleh anggotanya (nasabah) dan sah 
menurut hukum (legal). Hukum bung bank dari dua aliran 
pemikiran, yaitu tektual dan kontektual, maka bunga bank 
haram, disamakan dengan riba, ini menurut paham tektual 
(Neo- Revivalisme) sedangkan Modernis (kontektual) 
menyatakan bahwa bunga bank halal, kecuali bunganya berlipat-





15 Muhammad Yasir Yusuf ―Dinamika Fatwa Bunga Bank Di Indonesia: 
Kajian Terhadap Fatwa MUI, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama‖ (IAIN Ar- 
Rainry DarussalamBanda Aceh, 2012) 
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pendapat ini memiliki pendekatan yang berbeda   terhadap 
makna bunga bank dengan riba.
16
 
7. Jurnal Ilmiah ―Riba Dan Bunga Bank (Studi Komparatif 
Pemikiran Abdullah Saeed dan Yusuf Qardhawi)‖   oleh 
Wartoyo   tahun 2015   berdasarkan hasil dari penelitian jurnal 
ini Menurut Abdullah Saeed, Al-Qur‘an sejak masa awal 
diturunkan telah menekankan perhatian yang   mendalam 
terhadap masalah soisal ekonomi dalam masyarakat, yaitu 
berusaha melindungi lapisan masyarakat lemah dengan cara 
menghilangkan upaya eksploitasi   dari   pihak   yang   kuat. 
Dalam konteks inilah Al-Qur‘an mengutuk praktik riba, yang 
esensinya menambah beban tanggungan debitur   yang 
mengalami masalah dalam melunasi hutangnya, akibatnya 
hutang tersebut menjadi berlipatganda dan terus meningkat 
setelah melampaui batas waktu yang ditentukan. Jadi 
menurutnya, riba dilarang bukan karena adanya penambahan 
semata, tetapi lebih   karena   menyebabkan   terjadinya 
eksploitasi, penganiyaan dan   ketidakadilan   yang   dilakukan 
oleh pihak kreditur kepada debitur. Sementara menurut Yûsuf 
AlQaradhāwi, riba sebagaimana telah dijelaskan dalam Al- 
Qur‘an dan sunnah, adalah setiap tambahan dari nilai pokok 
pinjaman, yang ditentukan sejak awal sebagai konsekuensi 









kreditur. Dengan demikian, setiap tambahan yang terdapat 
dalam transaksi pinjaman, ketika itu sudah dijanjikan 
sebelumnya, baik itu sedikit maupun banyak adalah riba 
sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Qur‘an dan sunnah. 
 
Argumentasi Abdullah Saeed terhadap aspek pelarangan riba 
lebih ditekankan pada aspek moral, di mana menurutnya, riba 
pada masa jahiliyah merupakan praktik yang amoral, yang 
menyebabkan ketidakadilan di sebagian lapisan masyarakat, 
terutama yang lemah dari sisi ekonomi.   Pijakan argumentasi 
ini berasal dari perhatian Abdullah Saeed yang cenderung 
melihat pernyataan lā taźlimūna wa lā tuźlāmūn, dalam 
AlQur‘an sebagai landasan utama dalam memahami pelarangan 
riba. Dengan demikian, adanya tambahan atau tidak dalam suatu 
transaksipinjam-meminjam uang, tidak menjadi penting, sebab 
yang lebih utama, apakah pinjaman tersebut menyebabkan 
ketidakadilan atau tidak, karena hikmah   dibalik   pelarangan 
riba adalah upaya Al- Qur‘an dalam menghilangkan terjadinya 
ketidakadilan. Sedangkan Yûsuf Al-Qaradhāwi, berargumen 
bahwa, Al-Qur‘an dan sunnah sudah sangat terang dalam 
menjelaskan pelarangan riba ini. Hal itu berdasarkan dari 
kandungan teks dari nash-nash itu sendiri, yang tidak lagi 
membutuhkan pemahaman yang lebih mendalam untuk 
mengetahui riba seperti apa yang dilarang dalam Islam. 
Menurutnya, pernyataan Al-Qur‘an dalam kalimat fa lakûm 
ru‘ūsu amwālikûm, sudah jelas-jelas menunjukkan hal itu. 
Karena itu, setiap tambahan 
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yang   terdapat   dalam   transaksi   apa pun yang telah 
dijanjikan sejak awal adalah   riba,   sebab   illat   hukumnya 
sudah jelas, dan itulah yang harus dijadikan landasan dalam 




8. Jurnal Syariah ―Riba Dan Bunga   Bank   Dalam   Pandangan 
Ibnu Qayyim‖ Oleh M. Khoirul Hadi al-Asy‘ari tahun 2014 
berdasarkan hasil dari penelitian jurnal ini bahwa yang 
dimaksud dengan Riba dan bunga Bank   dalam   pandangan 
Ibnu Qayyim mempunyai berbedaan yang mendasar. Kedua, 
bahwa bunga Bank yang sekarangberkembang bukan dikatakan 
murni sebgaia Riba dalam masa Nabi Muhammad   SAW. 
Ketiga bahwa Ibnu Qayyim mempunyai   pendapat   satu dan 
dua itu berkaitan dengan pemahaman tafsir yang lebih 
kontekstual dalam kehidupan yang komplek pada saat ini.
18
 
9. Jurnal kajian hukum islam ‖Hukum Riba dan Bunga Bank 
Dalam Perspektif ETHICO-LEGAL‖ Oleh Muhammad tahun 
2012 berdasarkan hasil dari penelitian jurnal ini bahwa al 
quran dan assunnah melarang riba berdasarkan pertimbangan 
hukum yang bersumber pada kemanusiaan, etis, dan moralitas. 
Selanjutnya dalam memutuskan bahwa bunga adalah haram 
berdasar pada qiyas illah, tidak berdasar alasan mengapa hal 
itu dilarang. Para ulama mengabaikan posisi hikmah yang 
sebenarnya lebih tinggi dalam 
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 Wartoyo “Riba dan Bunga Bank (Studi Komparatif Abdullah Saeed 
dan YusufiQardhawi)” (IAIN Syekh Nurjati Cirebon) 
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 M Khoirul Hadi al-Asyari ―Riba Dalam Pandangan Ibnu Qayyim‖ (UIN 
SunanKalijaga Yogyakarta, 2014) 
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membahas riba dan bunga. Qiyas yang dapat diperluas menjadi 
tidak kuat karen fleksibel dan dinamis, disisi lain hikmah lebih 
kuat karenaberlaku sepanjang masa.
19
 
10. Jurnal Tarjih ―Bunga Dan Riba Dalam Perspektif Hukum 
Islam‖ Oleh Syamsul Anwar Tahun 2007 berdasarkan hasil 
dari penelitian jurnal ini bahwa Selama 13 abad umat Islam 
tidak pernah melegalisasi   riba   dalam   bentuk   apapun, 
termasuk biaya atas pinjaman. Namun sejak   terjadinya 
penetrasi institusi keuangan Barat yang berbasis bunga, umat 
Islam dihadapkan pada dilema menerima modernitas dan 
dengan demikian menerima salah satu institusinya,   yaitu 
bunga, atau menolak lembaga bunga dan dengan demikian 
menolak peradaban modern. Dalam situasi sulit itu, banyak 
yang secara terpaksa harus menerima peradaban modern dan 
denganbegitu mengakui pranata bunga dengan berbagai alasan 
pembenar. Namun mayoritas ahli syariah dan ekonomi Islam 
tetap bertahan pada pandangan bahwa bunga merupakan riba, 
sembari beruasaha mencari sistem alternatif bagi lembaga 
keuangan dan transaksi bisnis ribawi itu. Mereka ini 
mencanangkan suatu ekonomi bebas bunga. Usaha mereka 
bukan merupakan suatu ha1 yang sama sekali   asing, 
melainkan hanyalah salah satu versi dari upaya banyak 
cendeluawan dunia   yang   malihat    bunga    sebagai    sistem 




19 Muhammad ―Hukum Riba Dan Bunga Bank Dalam Perspektif Ethico-Legal‖ 
(STAINPalangka Raya, 2012) 
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lembaga keuangan dan karena itu menawarkan alternatif lain. 
Upaya ahli-ahli syariah dan ekonorni Islam ini, meskipun 
belum tampak benar hasil konkretnya karena masih banyak 
hams diuji di lapangan, dari segi konsep dapat dipandang 




11. Jurnal Sulasena ―Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdatul 
Ulama (NU)‖oleh Darmawati H tahun 2011 berdasarkan hasil 
dari penelitian jurnal ini bahwa   Empat   metode   yang 
digunakan Bahsul Masail, dapat diurut sebagai   berikut: 
pertama, pengambilan hukum qaul (pendapat Imam mazhab) 
ataupun wajah   (pendapat   pengikut   mazhab)   merupakan 
metode utama yang   menyangkut   hukum   fikih,   dengan 
merujuk langsung kepada teks-teks kitab   imam   mazhab 
ataupun kitab-kitab yang disusun oleh para pengikut mazhab 
empat. Inilah kemudian yang disebut metode qauli. Kedua, 
apabila tidak dapat dirujuk kepada kitab-kitab,   maka 
ditempulah langkah ilhaq Yaitu mengaitkan masalah baru 
dengan yang belum ada ketetapan hukumnya. Ketiga, apabila 
kedua hal tersebut tidak dapat digunkana, maka digunakan 
secara manhaji yakni mengikuti metode istinbat hukum dari 
empat mazhab. Keempat, apabila metode manhaji Tidak dapat 







20 Syamsul Anwar “Bunga dan Riba Dalam Perpektif Hukum Islam” 2007 
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12. Jurnal ilmiah ”Metodologi Istinbath Muhammadiyah Dan Nu: 
(Kajian Perbandingan Majelis Tarjih Dan Lajnah Bahtsul 
Masail)‖ oleh Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Aziz 
tahun 2013 berdasarkan hasil dari penelitian jurnal ini bahwa 
pertama, metode istinbath Tarjih adalah metode langsung 
merujuk pada al-Quran danSunnah, dengan mempertimbangkan 
pendapat para imam madzhab. Adapun Lajnah lebih memilih 
melewati pendapat para imam tersebut dengan pertimbangan 
jalinan mata rantai keilmuan (sanad). Kedua, perbedaan 
pemahaman dan pemakaian   beberapa   nomenklatur,   di 
antaranya taqlid, ijtihad, dan qiyas. Ketiga adalah perbedaan 
genealogi pemikiran. Transmisi keilmuan Tarjih berhulu pada 
konsep purifikasi Islam yang dibangun oleh para ulama 
pembaharu seperti Ahmad bin Hanbal, Ibnu Taimiyyah, 
Jamaluddin al-Afghani, dan juga Muhammad Abduh. Adapun 
transmisi Lajnah lebih mengambil pada pendapat para ulama- 
ulama yang terafiliasi pada ulama haramain yang cenderung 
konservatif; Syeikh Ahmad bin Zaini Dahlan, Syeikh Nawawi al-






21 Darmawati H, Manhaj Bahsul Masail Menurut Nahdlatul Ulama (NU),(UIN 
AlauddinMakassar, 2011) 
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13. Jurnal pendidikan agama islam ―Manhaj Tarjih Dan Tajdid : 
Asas Pengembangan Pemikiran dalam Muhammadiyah‖ oleh 
Bahar Agus Setiawan tahun 2019 berdasarkan hasil dari 
penelitian jurnal ini bahwa. Pokok-pokok manhaj Tarjih dan 
Tajdid Muhammadiyah berjumlah 16 pokok uraian. Kaidah 
manhaj tarjih Muhammadiyah meliputi :   Ijma‘,   qiyas, 
maslahah mursalah dan urf. Metode Tarjih Muhamamdiyah 
meliputi 3 hal yaitu : Ijtihad bayani,   ijtihad   qiyasi   dan 
ijtihad istislahi. Metode pengembangan pemikiran dalam 
Muhammadiyah meliputi : bayani, burhani dan irfani. 
23
 
14. Jurnal Muaddib ―Muhammadiyah: Metode Dan Praktik 
Berijtihad‖ oleh Husna Amalia tahun 2019 berdasarkan hasil 
dari penelitian jurnal ini   bahwa   Majelis   Tarjih 
Muhammadiyah telah memberikan kontribusi positif terhadap 
dinamika pemikiran hukum Islam kontemporer di Indonesia 
melalui fatwa-fatwanya, Metode pengembangan pemikiran 
dalam Muhammadiyah dapat dilakukan melalui tiga prosedur 
yakni bayani, qiyasi, dan istislahi, Manhaj pengembangan 
pemikiran Islam Muhammadiyah ini bersifat toleran dan 
terbuka. Melalui tulisan ini diharapkan pembaca dapat 
memperoleh wawasan mengenai Muhammadiyah sebagai salah 







Bahar Agus Setiawan ―Manhaj Tarjih dan Tajdid: Asas Pengembangan 
Pemikirandalam Muhammadiah” (Universitas Muhammadiyah Jember, 2019) 




15. Jurnal Nizam ―Perbedaan Metode   Ijtihad   Nahdlatul   Ulama 
Dan Muhammadiyah Dalam Corak Fikih Di Indonesia‖ Oleh 
Isa Ansori tahun 2014 berdasarkan hasil dari penelitian jurnal 
ini bahwa Model Ijtihad Bahtsul   Masail   Nahdlatul   Ulama 
(NU) dan Majelis Tarjih Muhammadiyah memiliki perbedaan 
pada latar belakang orientasi ijtihad dan metode ijthad. 
Orientasi ijtihad Bahtsul Masail lebih menekankan pendekatan 
kultural dengan memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah 
baik, dan mengambil nilai-nilai baru yang lebih baik. Model 
pendekatan ini menerima budaya dan kearifan lokal sebagai 
bagian produk masa lampau selama tidak bertentangan dengan al-
Qur‟an dan al-Hadits, atau dengan jalan mengubah konten budaya 
dan kearifan lokal itu dengan konten Qurani dan Sunnah. Ini 
berbeda dengan model orientasi ijtihad yang dikembangkan Majelis 
Tarjih Muhammadiyah yang berorientasi tajdid. Dengan 
pendekatan tajdidnya, Majelis Tarjih Muhammadiyah berusaha 
mengembalikan dan memurnikan ajaran Islam sesuai ajaran 
aslinya. Dengan jargon populernya ―Kembali kepada al-Qur‟an 
dan al-Sunnah‖ berusaha memurnikan ajaran Islam yang 
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D. Tujuan dan Kegunaan  Penelitian 
 
1. Tujuan Peneletian 
 
Pada bagian ini diungkapakan sasaran yang dicapai dalam 
peneletian, mengacu pada isi dan   fokus   penelitian. 
Berdasarkan tujuan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 
pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 
a. Mendeskripsikan bunga bank dalam praktik perbankan dari 
sudutpandang Ijtihad Jama‘i Nahdlatul Ulama. 
b. Mendeskripsikan bunga bank dalam praktik perbankan dari 
sudutpandang Ijihad Qiyasi Muhammdiyah. 
c. Mendeskripsikan perbandingan pandangan Nahdlatul Ulama 
danMuhammadiyah terhadap Bunga bank dalam praktik 
perbankan. 
2. Kegunaan Peneletian 
 
Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memiliki kegunaan 
tersendiiri dan diharapkan dapan memberikan manfaat sebagai 
berikut 
a. Kegunaan ilmiah penelitian ini dilakukan untuk menambah 
wawasan keilmuan dalam bidang pengetahuan hukum islam 
mengenai masala hukum bunga bank yang dianggap sama 
dengan riba. Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
sumbangan Pemikiran yang dilakukan dengan mengambil 
pendapat yang diungkapkan dari kalangan   ulama   untuk 












b. Kegunaan praktis, Penelitian ini diharapkan   mampu 
menawarkan gagasan sebagai masukan serta rujukan dalam 
penelitian selanjutnya dan digunakan sebagai penunjang yang 
berkaitan dengan ekonomi islam khusunya bunga bank. 
E. Kerangka Pikir 
 
Secara sederhana, hubungan antara   objek   yang   diteliti 
dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam sebuah kerangka 
pikir yang memuat objek-objek penelitian serta hubungan masing-
masing objek tersebut. Objek-objek yang diteliti dalam penelitian ini 
yaitu ijtihad jama‘i Nahdlatul Ulama ,dan Ijtihad qiyasi 
Muhammadiyah. Adapun hubungan antara setiap objek dalam 











Berdasarkan gambar 2.1 dapat dipahami bahwa hubungan 
antar objek penelitian dalam penelitian ini berbeda-beda 
antara objek yang satu dengan objek   yang   lainnya. 
Didalam praktik perbankanada hal yang palin urgent adalah 
bunga bank, Hubungan antara ijtihad jamai   Nahdlatul 
Ulama dengan ijtihad Qiyasi muhamadiyah atau sebaliknya 
yaitu hubungan perbandingan atau komparasi pandangan 








A. Ijtima Jama’i Nahdlatul Ulama 
 
1. Sejarah Nahdlatul Ulama 
 
Nahdatul Ulama disingkat NU, yang merupakan suatu 
Jam‘iyah Diniyah Islamiyah yang berarti Organisasi Keagamaan 
Islam. Didirikan di Surabaya pada tanggal 31 Januari 1926 M/16 
Rajab 1344 H. 3 Organisasi ini merupakan salah satu organisasi 
terbesar di Indonesia dewasa ini. NU mempersatukan solidaritas 
ulama tradisional dan para pengikut mereka yang berfaham salah 
satu dari empat mazhab Fikih Islam Sunni terutama Mazhab 
Syafi‘i. Basis sosial NU dahulu dan kini terutama   masih   berada 
di pesantren. 
Organisasi ini mempunyai misi dakwah amar ma‘ruf nahi 
munkar, dengan mengorganisasikan kegiatan-kegiatannya   dalam 
satu wadah NU, yang bertujuan mengamalkan ajaran   Islam 
menurut faham alhlusunnah wal jama‘ah dan menganut salah satu 
mazhab empat: Hanafi, Maliki, Syafi‘i dan Hanbali.
26
 
Model pendekatan   kultural   NU   dengan   kaidahnya   yang 
 
 populer  حهصلۚ  ا     ديدجناب     ذخلأاو      حناصنا     ىيدقنا     ىهع     تظفاحنۚ    ا
 
(memelihara nilai-nilai terdahulu yang sudah baik, dan 
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baik) berusaha mengenalkan syariat Islam kepada masyarakat 
dengan soft approach, telah memikat mayoritas   kalangan 
tradisional yang banyak hidup di pedesaan. Model pendekatan ini 
adalah menerima budaya dan kearifan lokal   yang   juga   bagian 
dari produk masa lampau selama tidak mengandung syirik, atau 
dengan jalan mengubah konten budaya   dan   kearifan   lokal   itu 
dari yang semula non islami menjadi berkonten islami.
27
 
Setelah NU didirikan oleh KH. Hasyim Asya‘ari tepat pada 
 
31 Januari 1926. Namun, secara substansi,   kegiatan   Bahtsul 
Masail sudah dilaksanakan jauh sebelum NU berdiri. Kala itu, 
sudah berlaku tradisi diskusi di kalangan Pesantren yang 
melibatkan Kiai dan santri di mana hasilnya   dimuat   dalam 
bulletin Lailatul Ijtima Nahdlatul Ulama (LINO).
28
 
2. Konsep Ijtihad 
 
Ijtihad menurut bahasa berasal dari kata jahada artinya 
mencurahkan segala kemampuan atau ―menanggung bebab 
kesulitan‖ arti ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan semua 
kemampuan dalam segala perbuatan. Kata kata ijtihad ini tidak 
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Ali hasballah, seorang ulama dan fuqaha‘ kontemporer dari 
Universitas Kairo Membagi dua macam Ijtihad 
1. Ijtihad Fardi ( personal Independent Reasoninhg) 
 
Yaitu ijtihad dalam suatu masalah yang   dilakukan   oleh 
seorang mujtahid, tidak membutuhkan kesepakatan banyak 
mujtahid. Ijtihad iini didasarkan pada metode ijtihad yang 
dilakukan oleh muadz bin jabal sewaktu diutus oleh nabi. 
2. Ijtihad Jama’i 
 
Yakni setiap ijtihad yang dilakukan dengan cara mendapatkan 
kesepakatan pada setiap/ seluruh mujtahid pada suatu zaman. 
Tentang ijtihad jama‘i   Lembaga penelitian Universitas 
Al-AzharMesir pada tahun 1964 memberikan batasan sebagai 
berikut: Muktamar telah mengambil keputusan bahwa Al- 
Quran dan Assunnah merupakan sumber pokok hukum islam 
dan bahwa berijtihaduntuk mengambil hukum dari Al-Qur‘an 
dan As-Sunnah dibenarkanmanakala ijtihad dilakukan pada 
tempatnya. Dan bahwa jalan untukmengambil kemaslahatan 
dan untuk menghadapi peristiwa yangselalu timbul, 
hendaklah dipilih diantara hukum-hukum fiqih padatiap-tiap 
Mazhab suatu hukum yang memuaskan. Jika tidak terdapat 
suatu   hukum yang memuaskan 
dengan jalan tersebut, jikamemuaskan 












Nahdlatul Ulama dalam membahas berbagai masalah 
persoalan hukum islam yang dihadapi masyarakat diselesaikan 
dalam wadah Lajnah Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama (LBM- 
NU). 
Pembagian ijtihad memang masih diperselisihkan para 
ulama. Namun pembagian ini diharapkan dapat mempermudah 
pemahaman mengenai ijtihad yang realitasnya memang 
bermacam- macam. Lebih dari itu, pembagian ini terutama 
melihat posisi Bahsul Masail sebagai salah satu metode ijtihad 
NU. Dilihat dari segi cakupan   bidang   yang   menjadi 
obyeknya, ijtihad dapat dikategorikanmenjadi dua, yaitu : 
1. Ijtihad Kulli (menyeluruh) yaitu ijtihad suatu kesatuan utuh 
yang tidak dapat dibagi-bagi atau dipisah-pisah. Al-Syaukani 
(1172-1250 H/1759-1834 M) cenderung memilih pendapat ini 
karena seseorang yang tidak mampu berijtihad dalam sebagian 
masalah, berarti dia juga tidak mampu berijtihad dalam 
sebagian yang lainnya. Sedang kebanyakan ilmu ijtihad itu 
berkaitan satu sama lainnya serta saling memberi dan 
menerima. 
2. Ijtihad Juz‘i (sebagian), yaitu bahwa ijtihad merupakan 
sesuatu yang dapat dibagi. Al-Gazali berpendapat bahwa 
seorang alim itu boleh saja mencapai   derajat   ijtihad   di 
bidang sebagian hukum tertentu. Maka barang siapa yang 
mengetahui cara mencari dalil dengan menggunakan qiyas 
boleh baginya berfatwa masalahmasalah qiyas, walaupun ia 
kurang menguasai ilmu hadis.31 
 
 
Pendapat al-Gazali ini diikuti oleh banyak ulama, antara lain 
Ibnu Daqiq al-‗Id dan Syafi‘ al-Hindi. Bahkan Ibnu Daqiq al-
‗Id mengatakan bahwa pendapat al-Gazali adalah pendapat yang 
terbaik karena memungkinkan untuk memberi perhatian pada 
suatu cabang, di antara cabang-cabang fikih, sehingga dapat 
mengetahui sumber hukumnya, yang dengan begitu membuka 
kemungkinan untuk dilakukan ijtihad. 
Ijtihad bila dipandang dari sudut jumlah pelakunya, 
maka ijtihad terbagi dua: 1. Ijtihad fardi (perorangan), yaitu 
ijtihad yang dilakukan secara mandiri dan   sendiri   oleh 
seorang mujtahid, baik dalam hal metode dan prosedur 
penetapan hukum suatu masalah maupun dalam kaitan proses 
pengambilan keputusannya. Mujtahid seperti ini sangat sulit 
ditemukan untuk saat sekarang. Karena pada diri seorang 
mujtahid fardi harus terdapat beberapa disiplin ilmu yang 
memadai sebagai persyaratan dan modal ijtihad. 
2. Ijtihad jama‘i (kelompok), yaitu ijtihad yang dilakukan 
secara bersama-sama oleh sekelompok orang mujtahid dengan 
potensi keahlian yang berbeda. Ijtihad jenis ini guna menutup 
kekurangan/kelemahan pada pribadi masing-masing mujtahid 
(ahli), sekaligus menghimpun berbagai potensi guna 
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B. Ijtima Qiyasi Muhammadiyah 
 
1. Sejarah Muhammadiyah 
 
Secara etimologis nama Muhammadiyah berasal dari kata 
―Muhammad‖ yaitu nama Rasulullah SAW dan   diberi 
tambahan ya‘ nisbah dan ta‘ marbuta yang berarti pengikut 
Nabi Muhammad SAW. Dalam   anggaran   dasar 
Muhammadiyah yang baru yang telah disesuaikan dengan UU 
no.   8 tahun 1985   dan hasil Muktamar Muhammadiyah ke-41 
di Surakarta pada tanggal 7-11 Desember 1985,   Bab I   pasal 
I, disebutkan bahwa Muhammadiyah   adalah   gerakan   Islam 
dan dakwah amar makruf   nahi   mungkar   yang   berakidah 
Islam dan bersumber pada alqur‘an dan sunnah. 
Muhammadiyah, salah sebuah organisasi Islam terbesar di 
Indonesia, didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 8 
Zulhijjah 1330 (18 november 1912) di Yogyakarta.
32
 
Kelahiran Muhammadiyah tidak bisa dilepaskan dari 
gerakan pembaharuan Islam. Sosok KH. Ahmad   Dahlan 
sebagai pencetus sekaligus sebagai inovator pola gerakan 
merupakan figur central yang tidak bisa dilepaskan dalam 
memberikan warna dan ciri khas dalam gerakan 
Muhammadiyah. Pola gerakan Muhammadiyah yang vis a vis 
kultur masyarakat jawa pada saat itu, dianggap sebagaigerakan 
yang bertentangan dengan tradisi masyarakat. Gaya dakwah 
 




dan gerakan KH. Ahmad Dahlan yang   banyak   dipengaruhi 
oleh tokoh-tokoh gerakan pembaharuan seperti Jamaludin Al- 
Afghani, Rasyid Ridha, Muhammad Abduh dan   tentu   saja 
figur central gerakan wahabiah yaitu Muhammad Ibn Abdul 
Wahab. Pengaruh tokoh-tokoh tersebut tercermin dan dapat 
dilihat dari pola gerakan dan gaya dakwah   KH.   Ahmad 
Dahlan yang cenderung modert yang merujuk pada model 
Muhammad Abduh dan Rasyid Ridha, tetapi tanpa kompromi 
yang merujuk pada model Muhammad Ibn Abdul Wahab. 
Dalam konteks Muhammad Ibn Abdul Wahab, tidak bisa 
dilepaskan atas perannya ketik Arab Saudi   memulai 
kebangkitan (Arab Renaissance). 
Pengaruh gerakan pembaharuan Islam terhadap KH. 
Ahmad Dahlan sebagai figur central pada gerakan 
Muhammadiyah,   melahirkan   perspektif   Muhammadiyah 
sebagai gerakan reformis   modernis.   Sehingga   tiga   ciri 
gerakan yang menjadi identitas Muhammadiyah   yang 
terangkum dalam triloginya yaitu sebagai gerakan Islam, 
dakwah dan tajdid. Realitas ini merujuk pada sosioagama di 
Indoensia, dimana tradisi tahayul, bid‘ah dan khurafat yang 
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Setelah 15 tahun setelah berdirinya Muhammadiyah, 
sebagai respon terhadap banyaknya perbedaan yang muncul 
seiring semakin banyaknya simpatisan dan anggotanya. Tepat 
pada Muktamar Muhammadiyah XVI di Pekalongan tahun 
1927, diputuskan untuk membentuk   Majelis   Tarjih,   yaitu 
suatu lembaga yang bertugas mengurusi dan membimbing 




2. Konsep Ijtihad 
 
Ijtihad berasal dari juhdun yang bermakna tenaga, kuasa, 
dan daya. Ia lebih berkesan pada usaha sekuat tenaga untuk 
memecahkan dan menghilangkan sebuah beban yang berat. 
Sehingga secara terminologis, ia berarti kegiatan mengerahkan 
daya dan upaya maksimal untuk menemukan hukum suatu 
peristiwa atau perbuatan yang masih bersifat dzanni dengan 
menggalinya dari al-Quran dan Sunnah. Mengapa harus yang 
bersifat dzanni? Karena dalil yang qath‘iy jelas tidak 




Pada Muktamar Muhammadiyah ke 42 di Yokyakarta 
pada tanggal 15-19 Desember 1990, sesuai dengan 
perkembangan dan kebutuhan, sehingga hasil Muktamar 
muhammadiyah menyebutkan bahwa majelis untuk   tingkat 
pusat terdiri atas, Majelis Tarjih, 
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(2013) h. 188. 
 
Majelis Tablig, Majelis Pendidikan   dasar   dan   menegah, 
majelis pendidikan tinggi,   majelis   kebudayaan,   majelis 
pustaka, majelis pembinaan kesejahteraan social, majelis 
ekonomi, majelis kesehatan dan majelis keharta bendaan. 
Keputusan Muhammadiyah untuk membentuk Majelis Tarjih, 
dengan tujuan agar ada lembaga   yang   bertugas   mengurusi 
dan membimbing masalah-masalah keagamaan yang timbul di 




Pada awalnya, lembaga ini bertugas untuk membahas 
dan memutuskan masalah agama yang diperselisihkan dengan 
mengambil dalil yang kuat. Seiring dengan perkembangan 
zaman, lembaga ini tidak hanya membahas tentang masalah 
khilafiyyah, namun juga menjawab realitas perkembangan 
sosial, ilmu pengetahuan, politik, ekonomi dan lain-lain. 
Keputusan atau proses isthinbath al-ahkam Lajnah Tarjih dan 




Metode Ijtihad Majlis Tarjih Ada tiga prosedur baku 
dalam ijtihad menurut Tarjih, yaitu, pertama, bayani. Ia dapat 
dikatakan sebagai usaha untuk menafsirkan suatu ayat dzanni 
dengan ayat yang lain. Dalam kaidah ilmu tafsir, metode ini 
juga disebut tafsir bi al- ma‘tsur; menafsirkan ayat yang satu 
dengan ayat yang lain. Kedua, 
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qiyasi. Ia dimaksudkan sebagai usaha menganalogikan suatu 
masalah yang belum ada hukumnya kepada masalah yang 
sudah ada hukumnya karena adanya persamaan illah. Ketiga, 
istishlahi. Metodeini bertumpu pada konsep maslahah sebagai 
nafas dalam pensyariatan hukum apa pun dalam Islam. Ia 
dilaksanakan untuk suatu perkara yang sama sekali tidak ada 
nash, baik qath‘i atau pun zhanni yang membahasnya, namun 
di dalamnya ada ruh kemaslahatan untuk manusia.
38
 
Penggunaan kaidah hukum dalam pelaksanaan 
ijtihad/tarjih, tidak lepas untuk merujuk pada konsep ―maqasidi 
syari‘ah‖, sebagai makna dan tujuan yang dikehendaki dalam 
mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat 
manusia.Kaidah atau yang lebih dikenal dengan istilah teknik, 
dalam Muhamamdiyah untuk melakukan ijtihad menggunakan 
4 kaidah disamping kaidah-kaidah yang sudah berlaku secara 
umum dalam Islam. 4 kaidah tersebut adalah : a). Ijma‘; b). 
Qiyas; c). Maslahah Mursalah; dan d). Urf.
39
 
Menurut ..... Prinsip Qiyas diartikan Muhammadiyah 
sejak awal mengambil sikap bahwa, pertama, dasar mutlak 
dalam berhukum adalah al-Quran dan Sunnah. Kedua, jika 
menghadapi   sesuatu   yang   baru,   yang   tidak    ditemukan 
dalam keduanya, maka 
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digunakan jalan ijtihad dan istinbath dari nash-nash yang ada, 
melalui persamaan sebab (illah). Metode terakhir inilah yang 
kemudian disebut qiyas. Meski demikian, tentu saja yang 
dimaksudqiyas di sini adalah bukan dengan melihat dari arti 
sempitnya yang hanya berarti menganalogikan suatu 
permasalahan yang tidak ada hukumnya dengan permasalahan 
yang ada hukumnya atas dasar persamaan illah, melainkan 




Menurut Hasna Amalia bahwa qiyasi. Ia dimaksudkan 
sebagai usaha menganalogikan suatu masalah yang belum ada 




Menurut Syarifuddin qiyas adalah   ―Menghubungkan 
suatu kejadian yang tidak ada nash   hukumnya   dengan 
kejadian lain yang telah ada nash hukumnya, untuk 




`C. Bunga Bank 
 
1. Pengertian Bunga Bank 
 
Secara etimologis, bunga dalam The American Heritage 
Dictionary of the English Language didefinisikan sebagai interest 
is 
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a charge for a financial loan, usually a percentage of the 
amount loaned. Definisi senada dapat   ditemukan   dalam 
Oxford English Dictionary diartikan sebagaimoney   paid   for 
use of money lent (the   principal) or for forbearance of a 
debt, according to a fixed ratio (rate per cent). Dalam the 
Legal Encyclopedia for Home and Business didefinisikan 
sebagai compensation for use of money which is due. Bunga 
adalah tanggungan pada pinjaman uang yang biasanya 
dinyatakan dalam persentase dari uang yang dipinjamkan atau 
sejumlah uang yang dijumblahkan atau dikalkulasikan untuk 




Secara sederhana bunga adalah balas jasa atas pemakaian 
dana dalam perbankan disebut dengan bunga. Dalam rangka 
balas jasa / bunga kepada kepada   penyimpan   (penabung), 
maka bank akan meminjamkan dana dalam bentuk kredit 
kepada masyarakat yang membutuhkan tambahan modal usaha 
(bukan modal awal) untuk Investasi, Modal Kerja, maupun 
Perdagangan. Atas keuntungan usaha yang diperoleh debitur 
dengan memakai/ mempergunakan kredit dari bank, maka 
debitur menunjukkan tindakan   yang   terpuji   dengan 
memberikan balas jasa / bunga atas pemakaian dana tersebut 
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dari debitur dengan bunga yang dibayarkan kepada penyimpan 
dana di Bank, itulah yang menjadi keuntungan Bank, inilah 




Pendapat lain mengenai definisi untuk pengertian bunga 
bank yaitu : 
a. Bunga adalah balas jasa atas pinjaman uang atau barang 
yang dibayar oleh debitor kepada kriditor. 
b. Rate of Interest adalah harga dari penggunaan uang   atau 




Bunga merupakan tanggungan pada pinjaman uang, yang 
biasanya dinyatakan dengan persentase dari uang yang 
dipinjamkan. Kemudian apakah bunga termasuk riba, ada dua 
pendapat; pertama, menurut ijma ulama di kalangan semua 
mazhab fiqh bahwa bunga dengan segala bentuknya termasuk 
kategori riba. Dan kedua, pendapat yang menyatakan bahwa 
bunga tidak termasuk kategori riba.
46
 
Sedangkan menurut Syafi‘i Antonio bunga   bank   dapat 
diartikan sebagai balas jasa yang diberikan oleh bank yang 
berdasarkan prinsip konvensional kepada nasabah   yang 
membeli atau menjual 
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produknya. Bunga bank juga   dapat   diartikansebagai   harga 
yang harus dibayar kepada nasabah (yang memiliki simpanan) 
dengan yang harus dibayar oleh nasabah kepada bank.
47
 
2. Macam-Macam Bunga Bank 
 
Berdasarkan pengertian bunga bank di atas, bunga bank 
dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 
1. Bunga Simpanan 
 
Yaitu bunga bank yang diberikan kepada nasabahnya, dalam 
hal ini bunga bank sebagai rangsangan atau balas jasa bagi 
nasabah yang menyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan 
merupakan harga yang harus dibayar   bank   kepada 
nasabahnya. Sebagai contoh jasa giro, bunga tabungan dan 
bunga deposito. 
2. Bunga Pinjaman 
 
Yaitu bunga bank yang diberikan kepada para peminjam atau 
harga yang harus dibayar oleh nasabah   peminjam   kepada 
bank. Sebagai contoh bunga kredit. b. Macam-macam Bunga 
Bank (Interest Bank) 
Berdasarkan pengertian bunga bank di atas, bunga 
bankdibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 
1) Bunga Simpanan 
 
Yaitu bunga bank yang diberikan kepada nasabahnya, dalam 
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yangmenyimpan uangnya di bank. Bunga simpanan merupakan 
harga yang harus dibayar bank kepada nasabahnya. Sebagai 
contoh jasa giro, bunga tabungan dan bunga deposito. 
2) Bunga Pinjaman 
 
Yaitu bunga bank yang diberikan kepada para peminjam atau 
harga yang harus dibayar oleh nasabah   peminjam   kepada 
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Dalam menguji sebuah kebenaran diperlukan teori ataupun 
metode yang berfungsi sebagai petunjuk jalannya pengujian 
kebenaran
49
. Demikian pula pada penelitian ini diperlukan sebuah 
petunjuk dalam menguji kebenaran masalah dalam penelitian. 
Petunjuk ini berupalangkah- langkah prosedur penelitian   yang 
dikenal dengan metodologi penelitian. 
A. Jenis Penelitian 
 
Penelitian ini merupakan penelitian tokoh yang termasuk ke 
dalam jenis penelitian kepustakaan (Library Research) dengan 
pendekatan Historis. Artinya penelitian   ini   cenderung 
mengungkapkan biografi dan   juga   pemikiran   sang   tokoh   baik 
tokoh itu masih hidup maupun tokoh itu sudah meninggal, baik 
melalui wawancara langsung maupun tak langsung dan juga dengan 
mengadakan penelusuran terhadap hasil karyanya   dari   naskah- 
naskah yang pernah ditulis oleh tokoh itu sendiri maupun yang 




B. Jenis dan Sumber Data 
 
Penelitian ini menggunakan dua jenis data yaitu data primer 
dan sekunder. 
49
Sudaryono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 15. 
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a. Penelitian ini menggunakan data primer adalah sumber yang 
memberikan data secara langsung dari sumber asli.
51
 Adapun 
sumber asli yang kami maksud dalam penelitian ini yaitu hasil 
ijtihad dari Nahdlatul Ulama Bahlul Masail. Sedangkan data 
perimer lainnya yaitu hasil Ijtihad Muhammadiyah fatwa 
Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah yang tercantum 
dalam Nomor 8 Tahun 2006 
b. Data dan sumber data sekunder adalah data yang diperoleh 
dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang kita 
butuhkan
52
. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu 
semua jenis refrensi baik berupa buku, jurnal, artikel, skripsi, 
yang sesuai dengan objek yang sedang diteliti. 
C. Metode Pengumpulan Data 
 
Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam 
penelitian ini adalah studi kepustakaan, yaitu pengumpulan data 
sekunder. Penulis mengumpulkan data sekunder yang ada 
hubungannya dengan masalah yang akan diteliti yang digolongkan 
sesuai dengan katalogisasi. Selanjutnya data yang   diperoleh 
kemudian dipelajari, diklasifikasikan dan selanjutnya dianalisis lebih 
lanjut sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian. 
Teknikpengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis dalam 
penelitian ini adalah studi dokumen atau bahan pustaka yaitu 
pengumpulan   data   sekunder.   Penulis    mengumpulkan    data 
sekunder dari 
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peraturan perundang-undangan, buku-buku, karangan ilmiah, 
dokumen resmi serta pengumpulan data melalui mediainternet. 
53
. 
D. Metode Analisis Data 
 
Dalam penelitian ini digunakan metode analisis deskriptif 
dengan teknik analisis data yaitu induktif dan deduktif. Metode 
deskriptif, yaitu dengan menggambarkan secara tepat masalah yang 




a. Induktif, yaitu membahas data-data yang bersifat khusus 
kemudian ditarik kesimpulan yang   bersifat   general   atau 
umum dari data-data tersebut. 
b. Deduktif, yaitu kebalikan dari metode induktif. Metode ini 
membahas data-data yang bersifat umum kemudian ditarik 
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IJTIMA JAMA’I NAHDLATUL ULAMA DAN IJTIMA QIYASI 
MUHAMMADIYAH TENTANG BUNGA BANK DALAM PRAKTIK 
PERBANKAN 
A. Metode Pendekatan Ijtima Jama’i Nahdlatul Ulama 
Dalam penetapan sebuah hukum, Nahdlatul menggunakan ijtihad jama‘i 
atau biasa dikatakan ijtihad kolektif adalah ijtihad yang dilakukan secara 
bersama sama dan mengundang para ulama Nahdlatul Ulama dengan 
menganalisa sebuah masalahkemudian menetapkan hukumnya. Ijtihad jamai 
Nahdlatul Ulama dinamakan Lajnah Bahtsul Masail. 
Nahdlatul Ulama dalam merespon tentang masalah bunga bank 
melaksanakan ijtihad jama,i juga ketika menhadapo pesoalan fiqh 
kontemporer. Tetapi NU juga tidak meninggalkan cara-cara lama, yaitu 
bermazhab secara qauli dengan berpatok pada pendapat ulama (syafi‘iyah). 
Ijtihad akan dilakukan ketika persoalan hukum islam dihadapi benar-benar 
tidak ditemukan dalam kitab mu‘tabar. Dan   paling   jauh   menerapkan 
metode ijtihad yang telah dibangun oleh ulama terdahulu, sebagai cerminan 
sikap tawaddu‘ NU kepada mereka. 




1. Metode Qauly Metode ini adalah suatu cara istinbat hukum yang 
digunakan oleh ulama /intelektual NU dalam Lajnah Bahsul Masail 
dengan mempelajari masalah yang dihadapi, kemudian mencari 
jawabannya pada kitab-kitab fikih dari mazhab empat, dengan 
mengacu dan merujuk secara 
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langsung pada bunyi teksnya, atau dengan kata lain, mengikuti 
pendapat- pendapat yang sudah ―jadi‖ dalam   lingkup   mazhab 
tertentu. 
2. Metode Ilhaqi Apabila metode qauli tidak dapat dilaksanakan karena 
tidak ditemukan jawaban tekstual dalam suatu kitab mu‘tabar, maka 
hukum suatu kasus/masalah yang belum dijawab   oleh   kitab   (telah 
ada ketetapan hukumnya), dengan kasus/masalah serupa yang telah 
dijawab oleh kitab (telah ada ketetapan hukumnya),   atau 
menyamakan dengan pendapat yang sudah ―jadi‖. 
3. Metode Manhaji Metode manhaji adalah suatu cara menyelesaikan 
masalah keagamaan yang ditempuh Lajnah Bahsul Masail dengan 
mengikuti jalan fikiran dan kaidah penetapan hukumyang telah 
disusun oleh imam mazhab. Sebagaimana halnya metode qauli dan 
ilhaqi. Menurut Ahmad Zahro, metode manhaji ini telah diterapkan 
oleh para ulama NU terdahulu, tetapi belum dipakai istilah manhaji 
dan belum diresmikan melalui sebuah keputusan. 
B. Hasil Ijtima Jama’i Tentang Bunga Bank 
Dalam putusan NU tentang bunga bank, dalam menjawab segala pertanyaan 
tentang permasalahan keagamaan ada Dalil-Dalil Syara‘ Yang Menjadi 
Rujukan memformulasikan pemikirannya tentang hukum   terhadap   bunga 
bank dengan merujuk pada dalil-dalil al-Qur‘an dan hadis mengenai riba 
sebagai berikut, 
a. Al -Jamal 'Ala Fatchi al-Wahhab, Juz II, Hlm. 261 
"Dan sebagaimana diketahui, sesunguhnya objek kerusakan   akad   adalah 
jika terdapat syarat dalam pengukuhan akad. Adapun jika kedua pihak 
sepakat adanya bunga dan tidak ada sya rat dalam akad, maka akad 




b. Chasyiyatu al-Jamal 
" Apabila meminjamkan pada orang yang terkenal mengembalikan hutang 
dengantambahan untuk mendapatkan keuntungan, makamengenai 
kemakruhannyaterdapat dua pendapat dalam kitab Raudloh dari penjelasan 
Imam Mutawalli". 
c. Gayatu al-Talchishi al-Murad Hamisy Bugyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 
129 
"Telah menjadi hal yang lumrah, bahwa orang yang memiliki harta tidak 
meminjamkan pada seorangpun kecuali disertai dengan tambahan. Adakala 
nya dari jenis yang dipinjamkan atau yang lainnya dengan sighot nadzar…. 
Maka akad 
-akad tersebut sah jika syarat-syaratnya sempurna. Dan hal tersebut tidak 
termasuk bab riba". 
d. Bugyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 127 
"Apakah dosa riba hanya khusus bagi orang yang menghutangi yang 
mengambil manfaat untuk dirinya atau juga mengenai pada orang yang 
berhutang?. Dalam hal ini terdapat beberapa perbedaan didalam kitab 
Fathul Mu’in. Adapun, apabila pimpinan pemerintah meminjam bebrerapa 
dirham dan sampai masa   mengembalikan,   kemudianpimpinan   pemerintah 
itu mengembalikan hutang tersebut pada orang yang menghutangi disertai 
dengan tambahan. Apabila pengembalian yang disertai tambahan tersebut 
tidak disertai syarat atau semata - mata sebagai pemberian kepemilikan 
seperti sebagai nadzar atau hibah, atau orang yang   mengambil   itu 
memiliki hak atas baitul mal, maka mengambil tambahan tersebut sebagai 
keuntungan atau sejenisnya, hal tersebut diperbole hkan, jika tidak maka 
hukumnya haram". 
e. I'anatu al-Talibin, Juz III, 21 
Syeikh ibnu Ziyad berkata,‚ Dosa memberikan riba tidak   berlaku   bagi 
orang yang meminjam karena dhorurot, sekiranya jika tidak memberikan 
tambahan maka dia tidak mendapatkanpinjaman. Karenadia memiliki cara 
untuk memberikantambahan tersebut, yakni dengan cara nadzar atau 
kepemilikan, terutama apabila kita   mengatakan,   ‚Nadzar   tidak 
membutuhkan lafad qobul pada sesuatu yang dijadikan sandaran. Syeikh 
ibnu Ziyad berkata, ‚Dosa juga berlaku karena dhorurot‛. 
f. I'anatu al-Talibin, Juz III, 53 
" Ada punpinjaman dengansyarat mengambil manfaat untuk orang yang 
meminjami adalah fasid. Asy - syubro Milsy berkata, ‚Telah diketahui bahwa 
objek rusaknya akad yakni apabila terjadi syarat dalam penentuan akad. 
Adapun apabila kedua belah pihak sepakat atas suatu syarat dan syarat 
tersebut tidak terjadi dalam akad, maka akad tersebut tidak rusak. 
Berdasarkan hadits ‚Setiap pinjaman yang menarik manfaat adalah riba‛ 
hadits tersebut adalah hadits dhoif. Adapun maknanya diperoleh dari 
sekelompok sahabat. Termasuk didalamnya, seseorang yang meminjamkan 
barangnya misalnya lebih mahal dibanding dengan nilai barang tersebut 
dengan tujuan meminjamkan. Apabila terdapat syarat maka dalam hal ini 




pendapat kami hukumnya makruh dan menurut mayorits ulama’ hukumnya 
haram". 
g. Nihayatu az-Zain, 242 
"Diperbolehkan tanpa hukum makruh adanya manfaat yang kembali pada 
orang yang meminjami dari orang yang berhutang jika tidak ada syarat 
dalam akad,   bahkan   hal tersebut   disunahkan sebagaimana   hadits Rasul 
‚Sesuatu yang paling baik diantara kamu s ekalian adalah yang paling 
baik dalam mengembalikan pinjaman‛. Lafad نساحأ disini adalah jama’ 
dari lafad نسحأ .   dalam   riwayat   lain disebutkan, ‚Sesuatu yang paling 
baik diantara kamu sekalian adalah yang palingbaik dalam mengembalikan 
pinjaman ‛ . Adapun p injaman pada orang yang terbiasa meminta 
tambahan adalah makruh". 
h. Bugyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 176 
"Menurut madz hab Syafi’i bahwa tulisan dalam semua akad, perjanjian, 
dan penyusunan tidak bisa menjadi dasar syara’". 
i. Al -Asybah wa an-Nada{ir, Hlm.  6 
Kebiasaan yang terus menerus dalam suatu daerah, apakah kebiasaan 
mereka bisa menjadisyarat? Dalam hal ini terdapat beberapa bentuk – 
sampai pada perkataanmushonif - ‚diantaranya jika kebiasaan orang yang 
berhutang mengembalikan dengan adanya tambahan dari barang yang 
dipinjam‛ . Apakah menempati tempat syarat sehingga hutangnya haram?. 
Dalam hal ini ada dua pendapat, dan yang paling unggul adalah tidak". 
j. Gayatu al-Talchishi al-Murad Hamisy Bugyatu al-Mustarsyidin, Hlm. 
129 
"(Masalah) Pemberian riba ketika meminjam jika karena darurat sekiranya 
jika dia tidak memberikannya, dia tidak akan mendapatkan pinjaman maka 
dia tidak berdosa. Karena dia memiliki cara untuk mengatasi pemberian 
tambahan tersebut dengan cara nadzar atau sebab -   sebab   kepemilikan 
yang lain. Terutama jika kita mengatakan berdasarkan q oul   yang 
mu’tamad bahwa nadzar tidak memerlukan adanya qobul secara   lafad. 
Yang aku maksudkan disini dan penyewaan yang disebutkan sebelumnya, 
jika dalam dua hal tersebut terdapat syarat dalam pengukuhan akad atau 
dalam majlis khiyar, maka akad keduanya batal, jika tidak maka 
dimakruhkan. Karena setiap hal yang merusak yang dapat membatalkan 
syaratnya, dimakruhkan menyimpannya. Sebagaimana   diterangkan   dalam 
kita at-Tuhfah. 
Kemakruhan ini dilihat dari sisi dhohir, adapun dari sisi batin maka 
hukumnya haram sebagaimana ditetapkan oleh   para   ulama’   terkemuka 
yang mengumpulkan antara hal y a n g d lohir dan yang batin. Seperti 
syeikhal - Qutbual - Haddad atau yang lainnya. Karena setiap pinjaman 





Kredit dari bank yang dimaksudkan untuk usaha produktif yang 
menghasilkan keuntungan kepada debitur melalui bumga bank seharusnya 
perlu ditinjau kembali. Tidak ada jaminan bahwa pinjaman selamanya 
mendapat keuntungan dari usaha yang dijalani, sedangkan bunga akan terus 
dikenakan selama masih ada simpanan atau pinjaman, tidak terbatas jangka 
waktunya dan pihak bank tidak melihat, apakah peminjam mendapat 
keuntungan atau rugi dari pinjaman tersebut. Dengan   sistem   bunga, 
kelihatan pihak pemberi pinjaman (kreditur) membiarkan wiraswastawan 
menanggung risiko ketidakpastian yang sebenarnya menjadi risiko kedua 
belah pihak. Keadaan semacam ini yang menggambarkan ketidakadilan 
diantara kedua belah pihak. 
NU berpendapat bahwa pihak debitur yang bertransaksi dengan bank harus 
bertanggung jawab penuh atas uang yang dipinjamnya dan bunganya 
ditentukan atas dasar untung rugi atau   besar   kecilnya   keuntungan   dari 
hasil usahanya. Transaksi tersebut termasuk aqad qard dan   dengan 
sendirinya bunga bank yang terikat aturan haram hukumnya,   karena 
termasuk riba qard. NU berpendapat bahwa setiap pinjaman kredit yang 
menarik manfaat yang diberikan oleh debitur yang dipersyaratkan oleh 
kreditur, bukan merupakan kebaikan hati dari pihak debitur.
56
   Karena   hal 
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Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan   memerangimu.   Dan   jika 
kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; 
kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
 
 
ikhtiar dari permasalahan itu  tidak terlepas dari praktik riba 
dalampemikiran  hukum, bukan pada ayat-ayat mengenai keharaman 
riba itu sendiri, melainkan pada benda-benda yang boleh atau tidak 
tatkala dilakukan secara riba.Hal ini bermula dari tidak adanya 
permasalahan yang muncul menyangkutpemahaman masalah riba nasi‘ah 
dikalangan para ulama dalam kurun waktu yanglama sebagaimana yang 
telah dipraktikkan oleh kaum jahiliyah pra-Islam.
57
Rumusan yang 
digunakan para ulama terhadap ketidak bolehan terjadi riba nasi‘ah pada 
kebutuhan jenis barang tersebut, bila dibandingkan dengan rumusan 








1. Terjadi karena peminjaman dalam jangka  waktu tertentu. 
 
2. Pihak peminjam   berkewajiban memberi tambahan kepada debitur 
untukmengangsur atau melunasi, sesuai dengan pinjaman. 
3. Obyek peminjaman berupa benda ribawi. 
 
 
57 Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Azis Metodologi Instinbath 
Muhammdiyah danNU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail 
(2013) h. 192. 
58 St. Syahruni Usman “Bunga  Bank Dalam Perspektif Hukum Islam” 




cara ilhaq al-masail bi nazairiha. NU menjadikan riba qard sebagai mulhaq 
‗alaihi, transaksi bank adalah mulhiq. Hukum mulhaq ‗alaihi adalah haram 
dan wajh al- ‗ilhaqnya   adalah timbangan atau takaran dan juga standar 
harga emas dan perak atau harga saja. Kecenderungan pernyatan NU ini 
agaknya memperlihatkan corak pemahaman hukum   Islam   yang 
dikembangkan oleh Idrus Syafi‘i. NU menetapkan hukum bunga bank 
diharamkan baik kecil atau besar, sedikit atau banyak. Keharaman yang 
berlipat ganda atau besar, hukumnya sama dengan ad‘afan muda‘afah (riba 
jahiliyyah), yakni haram li zatihi. Adapun bunga yang kecil atau sedikit 
termasuk riba khafi yang hukumnya haram karena untuk menutup riba yang 
besar haram li sadd azzari‘ah 
Di antara hasil keputusan Mu‘tamar NU II   di   Surabaya,   tentang   gadai 
telah menghasilkan tiga pendapat yaitu:
59
 
a. Haram: sebab termasuk hutang yang dipungut manfaatnya (rente). 
 
b. Halal: sebab tidak ada syarat sewaktu akad, menurut ahli hukum yang 
terkenalbahwa adat yang berlaku itu tidak termasuk menjadi syarat. 
c. Syubhat (tidak tentu haram halalnya): sebab para ahli hukum masih terjadi 
selisihpendapat. 
Sebagai   catatan   penting   dalam keputusan   mu‘tamar   tersebut  bahwa 
untuk lebihberhati–hati ialah dengan mengambil pendapat pertama, 
yakni yang telah 
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mengharamkannya. Adapun menitipkan uang dalam bank karena untuk 
keamanannya saja hukumnya makruh, dengan syarat apabila telah diyakini 




Sementara keputusan Munas ‗Alim Ulama NU di Bandar Lampung tanggal 21-
25 Januari 1992. mengenai keputusan hukum bunga Bank ditempuh melalui 
prosedur yang lebih metodologis lagi, sebagai penyeimbang keputusan 
Muktamar NU XII diMalang. Adapun hasil keputusannya sebagai berikut 
61
: 
a. Haram, kerena bunga bank dipersamakan dengan riba secara mutlak 
 
b. Boleh, kerena bunga bank tidak dipersamakan dengan riba 
 
c. Subhat, kerena masih belum jelas 
 
C. Metode Pendekatan Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah 
Ijtihad Qiyasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam Manhaj 
Tarjih Muhammadiyah Dalam menetapkan hukum, Muhammadiyah 
menggunakan qiyas sebagai metode menyelesaikan sebuah permasalahan. 
Permasalahan yang dimaksud adalah tidak termasuk dalam masalah ibadah 
atau sesuaatu perintah yang sudah jelas   bentuk   dan   tata   caranya   yang 






60 St. Syahruni Usman “Bunga Bank Dalam Perspektif Hukum Islam” 
FakultasSyariah dan Ekonomi Islam Ambon, (2014).   h. 70 
 
61 Mulyono Jamal dan Muhammad Abdul Azis Metodologi Instinbath 
Muhammdiyah danNU: Kajian Perbandingan Majelis Tarjih dan Lajnah Bahtsul Masail 




adalah menyelesaikan masalah yang baru dengan menganlogikannya dengan 
masalah yang sudah jelas hukumnya diatur dalam al quran dan sunnah. 
Terkadang dalam menyenlesaikan masalah yang sifatnya kontekstual 
banyak menghadapi perbedaan pendapat karena terkadang ada perspektif 
bermakna ganda. Dalam ijtima qiyasi dapat mencarikan solusi dari 
permasalahan yang sifatnya baruatau sifat masalah yang baru hadir dalam 
perkembangan zaman moderen. Penetapan hukum qiyas ini tetap berpatokan 
pada permasalahan itu dilihat dari ada atau tidaknya illat dengan 
permasalahan yang sudah lama. 
Ulama Ushul Fiqh membicarakan masalah   ―illah‖   ketika   membahas 
qiyas (analogi). ―Illah‖ merupakan rukun qiyas, dan qiyas tidak dapat 
dilakukan bila tidak dapat ditentukan ―illahnya‖. Setiap hukum ada ―illah‖ 
yang melatarbelakanginya. ―Illat‖ sebagian ulama mendefenisikan sebagai 
suatu sifat lahir yang menetapkan dan sesuai dengan hukum. Defenisi lain 
dikemukakan oleh sebagaian ulama Ushul Fiqh ―Illat‖ adalah   suatu sifat 
khas yang dipandang sebagai dasar dalam penetapan hukum. Orang yag 
mengakui adanya ―illat‖ dalam nash, berarti ia mengakui adanyaqiyas.
62
 
Para ulama Ushul Fiqh memandang masalah ―illat‖ menjadi 3 golongan : 
 
a. Golongan pertama (Mazhab Hanafi dan Jumhur) bahwa nash-nash hukum 
pasti memiliki ―illat‖, sesungguhnya sumber hukum asal adalah ―illat‖ hukum 
itu sendiri,hingga ada petunjuk (dalil) yang menentukan lain. 
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b. Golongan yang kedua sebaliknya, bahwa nash-nash hukum itu tidak 
ber‟illat, kecuali ada dalil yang menentukan adanya ―illat‖. 
c. Golongan ketiga ialah ulama yang menentang qiyas (nufatul qiyas) yang 
mengganggap tidak adanya ―illat hukum‖. 
Secara garis besar proses penemuan ‗illat yang dilakukan oleh Majelis 
Tarjih Muhamamdiyah melalui tiga tahap yaitu
63
: 
1. T a k h rij al-M a n ath Takhrij al-Manath adalah menginventarisasi 
beberapasifat yang diduga dapat dijadikan ‗illat . Atau dengan kata 
lain adalah mencari dan mengeluarkan ‗illat sampai diketahui. 
2. T a n qih al-M a n ath Tanqih al-Manath adalah menyeleksi 
beberapa sifat yang telah diinventarisasi pada tahap pertama, atau 
dengan kata lain adalahmembersihkan dan menetapkan satu illat lain 
yang sama. Yaitu dengan cara mnyeleksi mana di antara ketiga sifat 
tesebut yang anggap relevan. 
3. T a h qiq al-M a n ath Tahqiq al-Manath adalah membuktikan 
keefektifan   illat pada kasus tertentu, atau dengan kata lain adalah 
dari satu illat   yang telah diketahui terhadap   beberapa kasus. Dari 
sini dapat diketahui bahwa pemerasan atau penganiayaa, tambahan 
tanpa resiko, dan tambahan yang berlipat ganda ternyata dapat 
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Prinsip Qiyas diartikan Muhammadiyah sejak awal mengambil sikap 
bahwa, pertama, dasar mutlak dalam berhukum adalah   al-Quran   dan 
Sunnah. Kedua, jika menghadapi sesuatu yang baru, yang tidak ditemukan 
dalam keduanya, maka digunakan jalan ijtihad dan istinbath dari nash-nash 




D. Hasil Ijtihad Qiyasi Muhammadiyah Tentang Bunga Bank 
Merujuk pada pengertian bunga bank yang didefinisikan dengan kata-
kata ziyadah, yakni ―tambahan yang diperjanjikan atas besarnya pinjamaan 
ketika pelunasan hutang‖.   Jadi   tekanannya   adalah   pada ―ziyadah‖ sebagai 
ciri pokok bunga bank. Sedangkan defenisi dari Riba adalah―tambahan atas 
besarnya pinjaman ketika pelunasan hutang yang mendatangkan ketidakadilan 
pihak peminjam‖. Namun karena riba yang dimaksud disini menimbulkan 
kesengsaraan atau zulm bagi pihak peminjam karena tidak mampu   
mengembalikan pinjamannya tersebut,   jadi dalam hal ini titik tekanannya 
ada pada   ―kesengsaraan   atau   zulm‖,   bukan ―tambahan‖. ―Tambahan‖ 
sebagai an-nau‘ atau spicies, sedangkan ―kesengsaraan‖ sebagai al-jins atau 
genus atau ‗illat. Sama halnya dengan ungkapan―khamr adalah minuman yang 
memabukkan,‖ maka khamr adalah sesuatu yang didefinisikan, minuman sebagai 
an-nau‘ atau spicies, dan memabukkan sebagai al- jins atau genus atau ‗illat. 
Jadi   maksud   bunga bank dikatakan riba karena akan menyebabkan sebuah 
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Selanjutnya ulasan tentang penharaman bunga bank menurut salah 
satu tokoh yaitu rasyid rida. Kenapa penulis mengangkat salah satu tokoh 
pembahruan islam karena muhammdiayah   adalah   organisasi   pembaharu 
islam jadi ijihad muhammadiyah tidak akan jauh dari prndapat tokohnya 
sendiri. Orang yang berpandangan pada teks tentu akan menyatakan bahwa 
kata ad‘afan muda‘afah (berlipat ganda) tersebut   merupakan   syarat 
keharaman riba dari bunga bank, di   antara   tokoh   yang   berpandangan 
seperti itu adalah Rasyid Rida. Di dalam makalahnya ―Hukum Bunga 
Konvensional‖ Anwar Abbas menjelaskan tiga   alasan yang   dikemukakan 
Rida untuk membuktikan bahwa kata riba yang termaktub dalam surat al- 




Pertama, kaidah kebahasaan, yaitu kaidah   pengulangan   kosakata 
yang berbentuk makrifah di mana apabila ada suatu kosakata berbentuk 
makrifah berulang, maka pengertian kosakata kedua (yang diulang) sama 
dengan kosakata yang pertama. Kata riba pada Ali-Imran ayat 130 
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan 
berlipat ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya   kamu 
mendapat keberuntungan. 
Dalam bentuk makrifah demikian halnya dalam al-Baqarah 
287,sehingga hal ini berarti bahwa riba yang dimaksud pada ayat tahapan 
terakhir sama dengan 
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riba yang dimaksud pada ayat pada tahapan kedua yaitu berbentuk ad‘afan 
muda‘afah (berlipat ganda). 
Kedua, kaidah memahami ayat yang tidak bersyarat berdasarkan ayat 
yangsama tetapi bersyarat. Penerapan kaidah ini pada ayat-ayat riba adalah 
memahami arti riba pada ayat al-Baqarah yang tidak bersyarat itu 
berdasarkan kata riba yang bersyarat ad‘afan muda‘afah (berlipat ganda) 
pada ayat Ali Imran. Sehingga yang dimaksud dengan riba pada ayat 
tahapan terakhir adalah riba yang berlipat ganda. 
Ketiga, diamati oleh Rasyid Rida bahwa pembicaraan al-Qur‘an 
tentang riba selalu digandengkan atau dihadapkan dengan pembicaraan 
tentang sedekah, dan riba dinamainya sebagai ―zulm‖ (penganiayaan atau 
penderitaan). Jadi dengan demikian riba yang diharamkan itu adalah riba 
yang ad‘afan muda‘afah (yang berlipat ganda), sedangkan riba yang kecil 
seperti 8 % atau 10 %, tidak termasuk   riba   yang   diharamkan   atau 
dilarang al-Qur‘an. 
Pendapat Rasyid Rida ini masih menimbulkan sebuah pertanyaan. 
Apakah hal ini berarti bahwa bila penambahan atau kelebihan itu tidak 
bersifat ―berlipat ganda‖ menjadi tidak diharamkan oleh al-Quran? Jawaban 
untuk pertanyaan tersebut, menurut   Quraish Syihab adalah terdapat pada 





.....Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu 




Dalam arti bahwa yang berhak mereka peroleh kembali hanyalah 
modal- modal mereka. Jika   demikian,   setiap penambahan atau kelebihan 
dari modal tersebut yang dipungut dalam kondisi yang sama dengan apa 
yang terjadi pada masa turunnya ayat-ayat riba ini tidak dapat dibenarkan. 
Dengan demikian kata kunci ini menetapkan bahwa segala bentuk 
penambahan atau kelebihan baik berlipat ganda atau tidak dalam sebuah 
transaksi, telah diharamkan oleh al-Quran dengan turunnya   ayat   tersebut. 
Dan ini berarti bahwa kata ad‘afan   muda‘afah   (berlipat   ganda)   bukan 
syarat tetapi sekadar penjelasan tentang riba yang sudah lumrah mereka 
praktekkan. Sehingga di sini menjadikan persoalan, di mana kata ad‘afan 
muda‘afah tidak penting lagi, karena apakah ia syarat atau bukan, apakah 
yang dimaksud dengannya pelipat gandaan atau bukan, pada akhirnya yang 
diharamkan adalah segala bentuk kelebihan. Namun perlu digarisbawahi 
bahwa kelebihan yang dimaksud adalah dalam kondisi yang sama seperti 
yang terjadi pada masa turunnya al-Quran dan yang   diisyaratkan oleh 
penutup ayat pada al-Baqarah 279 tersebut, yaitu la tazlimuna wa la 
tuzlamun(kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya). Penjelasan yang 
diperoleh dari riwayat-riwayat tentang praktek riba pada masa turunnya al- 
Quran, sebagaimana telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa praktek 
tersebut mengandung penganiayaan dan penindasan terhadap   orang-orang 
yang membutuhkan dan yang seharusnya mendapat uluran tangan. 
Penjelasan tersebut dikonfirmasikan oleh   ayat   al-Baqarah   279   di 
atas, sebagaimana ia sebelumnya diperkuat dengan diperhadapkannya uraian 





kebutukan si peminjam sedemikian   mendesaknya   dan   keadaannya 
sedemikian parah, sehingga sewajarnya ia diberi bantuan sedekah, bukan 
pinjaman, atau paling tidak diberi punjaman tanpa meniadakan sedekah. 
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Kemudian pada ayat Q.s Al- Baqarah 280 ditegaskan
 
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka   berilah 
tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau 
semua utang) itu,lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui. 
Ayat-ayat di atas lebih memperkuat   penjelasan   bahwa   kelebihan 
yang dipungut, apalagi bila berbentuk pelipatgandaan, merupakan 
penganiayaanterhadap si peminjam. Melihat bahaya atau dampak negatif dari 
prakek riba tersebut Nabi Muhammad SAW, dulu pernah   membuat 
perjanjian dengan kelompok Yahudi, bahwa mereka tidak dibenarkan 
menjalankan praktek riba. Karena itu seirama dengan ketentuan tersebut 
maka perbankan syariah telah menarik garis pembatas secara tegas untuk 
tidak mempergunakan sistem yang identik dengan   unsur   yang   dillarang 
oleh agama tersebut. 
Selanjutnya, untuk mengetahui bahwa bunga bank termasuk riba 
menurut Majlis Tarjih dan Tajdid dari organisasi Islam yang didirikan 
KH.Ahmad Dahlan tersebut. Muhammadiyah melihat adanya persamaan 
antarariba dengan bunga bank. Dengan kesamaan itulah maka karena riba 
harammaka bunga   bank   juga   haram,   bunga   bank   hukumnya   haram 
karena adanyaimbalan atas jasa yang 
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diberikan pemilik modal atas pokok modal yang dipinjamkan dan tambahan 
imbal jasa itu bersifat mengikat dan diperjanjikansebelumnya. Selain itu 
kenapa bunga bank haram, karena yang menikmatibunga bank adalah para 
pemilik modal. Jadi berdasarkan kesamaan sifat antarariba dan bunga bank, 
maka bunga bank mengikutihukum riba yaitu haram. 
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat 
MuhammadiyahNo. 08 Tahun 2006 tentang Fatwa Haram 
Bunga Bank. 
 بسم نمحرلا  هللا ميحرلا
Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah,
67
 setelah: 
MEMBACA DAN MEMPELAJARI : 
Hasil Halaqah Nasional Tarjih yang dilaksanakan di Jakarta pada hari Ahad 
tanggal 21 Jumadalawal 1427 H yang bertepatan dengan 18 Juni 2006 M 
dan dihadiri olehPimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Pusat dan wakil dari 
Pimpinan Majelis Tarjih dan Tajdid Wilayah serta undangan dari Majelis 
Ekonomi dan Kewirausahaan; 
MENIMBANG : 
1. Bahwa system ekonomi berbasis bunga (interest) semakin diyakini 
sebagai berpotensi tidak stabil, tidak berkeadilan, menjadi sumber 
berbagai penyakit ekonomi modern, menggantungkan pertumbuhan 
pada penciptaan hutang   baru,   merupakan   pemindahan   sistematis 
uang dari orang yang memiliki lebih sedikit   uang   kepada orang 
yang memiliki lebih banyak uang, seperti tampak   dalam   krisis 
hutang Dunia Ketiga dan diseluruh   dunia,   serta   merupakan 
pencurian uang diam-diam dari orang yang menabung, yang 
berpenghasilan tetap dan memasuki kontak jangka panjang; 
2. Bahwa oleh karena itu terdapat argument kuat untuk mendukung 
system keuangan bebas bunga bagi abad ke-21 yang sejalan dengan 
ajaran Islam dan ajaran Kristen awal (James Robertson), perlu 
mengeliminir peran bungadan bahwa absesi riba dalam perekonomian 
mencegah penumpukan harta pada sekelompok orang dan terjadinya 
mislokasi produksi, serta mencegah 
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gangguangangguan dalam sector riil, seperti inflasi dan penurunan 
produktifitas ekonomi makro; 
3. Bahwa Ekonomi Islam yang berbasis prinsip syari‘ah dan bebas bunga 
telah diperkenalkan sejak beberapa dasawarsa terakhir dan institusi 
keuangan Islam (syari‘ah) telah diakui keberadaannya dan di 
Indonesia telah terdapatdi banyak tempat; 
4. Bahwa perlu mendorong Persyarikatan dan seluruh warga 
Muhammadiyah serta umat Islam secara umum untuk berperan aktif 
dakam pengembangan ekonomi yang berdasarkan prinsip syari‘ah dan 
bebas bunga, dan yang tidak saja bertujuan meningkatkan ekonomi 
rakyat dan kesejahteraan bersama, tetapi juga secara nyata telah 





Kaidah-kaidah Hukum Islam (al-qowaid al-fiqhiyyah) 
a. kemadharatan dihilangkan 
b. suatu hal apabila mengalami kesulitan diberi kelapangan 
c. kesukaran membawa kemudahan 
Fatwa, keputusan dan kesepakatan para fukaha dalam berbagai 
forum        yang 
mengharamkan bunga : 
a. Keputusan Muktamar II Lembaga Penelitian Islam   (Majma‘ 
alBuyuk al- islamiyyah)al-Azhar, kairo, Muharam 1385 H/1965 M. 
b. Keputusan Muktamar Bank Islam II, Kuwait, 1403 H/1983 M. 
c. Keputusan Muktamar II Lembaga Fiqh   Islam   Organisasi 
Konferensi Islam (OKI), Jeddah, 10-16 Rabiulakhir 1406 / 22-28 
Desember 1985. 
d. Keputusan Sidang IX Dewan Lembaga Fikih Islam, Rabitah Alam 
Islami,Mekah, 19 Rajab 1406 H / 1986 M. 
e. Fatwa Komite Fatwa al-Azhar tanggal 28 Februari 1988. 
f. Fatwa Dar al-ifta‘ Mesir tanggal 20-02-1989 yang ditandatangani 
oleh Mufti Negara Mesir yang   menyatakan,   ―Setiap   pinjaman 
(kredit) dengan bunga yang ditetapkan di  muka adalah haram. 
MEMPERHATIKAN : 




2. Putusan Tarjih di Sidoharjo Tahun 1968 tentang masalah Bank, 
khususnya angka 4 yang, ―menyarankan kepada PP Muhammadiyah 
untuk mengusahakan terwujudnya konsepsi sistem perekonomian 
khususnya lembaga perbankan yang sesuai dengan qaidah islam;‖ 
3. Putusan Tarjih di Wiradesa Tahun 1972 tentang Perbankan angka 1 
yang ―Mengamanatkan kepada PP Muhammadiyah   untuk   segera 
dapat memenuhi Keputusan Muktamar Tarjih   di   Sidoarjo   tahun 
1968 tentang terwujudnya konsepsi sistem Perekonomian khususnya 
lembaga perbnkan yang sesuai dengan qaidah Islam;‖ 
4. Keputusan Tarjih di Malang Tahun 1989; 
5. Putusan Tarjih di Padang Tahun 2003. 
MENDENGARKAN : 
1. Penyajian makalah oleh para narasumber dan diskusi serta 
pendapat yangberkembang dalam halaqah, 
2. Usulan-usulan yang disampaikan para peserta, 
MENCERMATI :Tugas dan fungsi Majelis Tarjih dan 
TajdidMEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 
Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah 
Pertama : Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yng   berbasiskan   nilai- 
nilai syariah antara lain berupa keadilan, kejujuran, bebas bunga, 
dan memiliki komitmen terhadap peningkatan kesejahteraaan 
bersama. 
Kedua : Untuk tegaknya ekonomi Islam, Muhammadiyah sebagai gerakan 
dakwah Islam amar makruf nahi munkar dan Tajdid, perlu terlibat 
secara aktif dalam mengembangkan dan mengadvokasi ekonomi 
Islam dalam kerangka kesejahteraan bersama. 
Ketiga : Bunga (interest) adalah riba karena (1) merupakan tambahan atas 
pokok modal yang dipinjamkan, pada hal allah berfirman,   Dan 
jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu 
hartamu; (2) tambahan itu bersifat mengikat dan 
diperjanjikan,sedangkan yang bersifat suka rela dan tidak 
diperjanjikan tidak termasuk riba. 
Keempat: Lembaga Keuangan Syari‘ah diminta untuk terus meningkatkan 
kesesuaian operasionalisasinya dengan prinsip-prinsip syari‘ah. 
Kelima : Menghimbau kepada seluruh jajaran dan warga Muhammadiyah 
serta umat Islam secara umum agar bermuamalah sesuai dengan 





kepada kaidah ―Suatu hal bilamana mengalami kesulitan diberi 
kelapangan‖ dan ―Kesukaran membawa kemudahan.‖ 
Keenam : Umat Islam pada umumnya dan warga Muhammadiyah pada 
khususnya agar meningkatkan apresiasi terhadap ekonomi berbasis 
prinsip syari‘ahdan mengembangkan budaya ekonomi berdasarkan 
nilai-nilai syari‘ah. 
Ketujuh : Agar fatwa ini disebarluaskan untuk dimaklumi adanya; 
 
 
Difatwakan di Yogyakarta, pada tanggal 1 Jumadil akhir 1427 H yang 
bertepatan tanggal 27 Juni 2006 M. Disahkan   oleh   Pimpinan   Majelis 
Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Prof. Dr. H. Syamsul Anwar, MA 
sebagai ketua dan Drs. H. Dahwan, M. Si. Sebagai sekretaris. 
 
 




a. Hukum riba adalah haram berdasarkan alqur‘an dan sunnah secara shahih 
 
b. Hukum bank dengan sistem riba adalah haram dan hukum bank tanpa riba 
adalahhalal. 
c. Bunga yang diberikan oleh bank-bank milik Negara kepada para nasabah 
atau sebalikinya termasuk perkara mutasyabihat. 
d. Menyarankan kepada pengurus Pusat   Muhammadiyah   untuk 
mengusahakan terwujudnya konsepsi system perekonomian, khususnya 
lembaga perbankan yang sesuai dengan kaidah Islam. 
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1. Bank Negara dianggap sebagai badan yang mencakup hamper seluruh 
aspek kebaikan dalam perekonomian modern dan dipandang memiliki 
norma yangmenguntunkan masyarakat di bidang kemakmuran. Bunga 
yang diambil dalam system kredit sangat rendah sehingga tidak ada 
pihak yang dikecewakan sama sekali. Tetapi bunga tetap merupakan 
kelebihan jumlah pengembalian hutang atau titipan   yang   termasuk 
riba konvensional. 
2. Arti etimologi mutasyabihat adalah tidak jelas, sedangkan   secara 
istilah mutasyabihat adalah perkara yang tidak jelas kehalalan dan 
keharamannya. Terhadap perkara mutasyabihat Nabi Muhammad 
SAW, menganjurkan agar kita bertindak   hati-hati   dengan 
menghindari atau menjauhinya demi untuk menjaga kemurnian jiwa 
dalam pengabdian kepada Allah. 
3. Keputusan Majelis Tarjih Muhammadiyah tentang bunga bank dapat 
dipertalikan dengan keputusan lainnya, yaitu keputusan Majelis 
Tarjihtentang koperasi simpan pinjam; dan keputusan tentang hukum 
asuransi. 
Menurut peneliti adapun dasar hukum penetapan bahwa bunga bank   itu 
sama dengan riba dimana riba dalam alquran itu haram, baik 
muhammadiyah maupun rasyid rida memiliki referensi   dari   nash   yang 
sama sebagai sebuah landasan penetapan hukumnya.   Dengan   menarik 
benang merah bahwa tambahan baik sedikit maupun berlipat ganda 
diharamkan. Seperti yang telah dijelaskan pada ayat berikut. 





Maka disebabkan kezaliman orang-orang Yahudi, kami haramkan atas 
(memakan makanan) yang baik-baik (yang dahulunya) dihalalkan bagi 
mereka, dan karena mereka banyak menghalangi (manusia) dari   jalan 
Allah, 161. dan disebabkan mereka memakan riba, padahal sesungguhnya 
mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta 
benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-
orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih. 
b. Surat Ali Imran (3): 130, 
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Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat 
ganda] dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya   kamu mendapat 
keberuntungan. 
c. Surat al-Baqarah (2): 275 dan 278-279 
Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan 
sepertiberdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit 
gila 
Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata 
(berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama   dengan   riba,   padahal 
Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang 
yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti 
(dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu 
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang 
yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni 
neraka; mereka kekal di dalamnya. 
Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan 
sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. 
279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka 
ketahuilah, bahwa Allahdan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu 
bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu;   kamu 
tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. 
Adapun yang menjadi acuan dalam hadist adalah 
 
1. Hadis Ab− Hurairah (diriwayatkan) bahwa Rasulullah saw bersabda: 
Hindarilah tujuh dosa be   sar   yang   mencelakakan!   Kepada 
Rasulullah ditanyakan: Apa dosa-dosa besar dimaksud wahai 
Rasulullah? Beliau menjawab: Menyekutukan Al   lah,   melakukan 
sihir, membunuh jiwa yang diharamkan Allah membunuhnya secara 




makan riba, la ri dari medan pertempuran, dan mencemarkan nama 
baik wanita mukmin yang lengah [Riwayat jamaah ahli hadis, dan 
lafal ini adalahlafal Muslim]. 
2. Hadis Dari Sulaiman Ibn ‗Amr, dari ayahnya (dilaporkan bahwa) ia 
berkata: Saya mendengar Rasulullah saw bersabda pada waktu Haji 
Wadak: Ketahuilah bahwa setiap bentuk riba Jahiliah telah dihapus; 
bagimu pokok hartamu, kamu ti dak menzalimi dan tidak dizalimi 
[HR Abu Dawud]. 
3. Hadis Dari ‗Ubadah Ibn as-samit (diriwayatkan bahwa) ia berkata: 
Rasulullah saw bersabda: [Pertukark anlah]   emas   dengan   emas, 
perak dengan perak, gandum dengan gandum, jawawut dengan 
jawawut, kurma dengan kurma, garam dengan garam secara sama 
jumlahnya dan secara tunai. Apabila macamnya berbeda, maka 
perjualbelikanlah sesuai kehendakmu asalkan secara tunai   [HR 
Jamaah ahli hadis, dan ini adalah lafal Muslim]. 
4. Hadis Dari Ab − Hurairah r.a. (diriwayatkan) bahwa seorang   laki- 
laki menagih hutang kepada Rasulullah saw dengan kasar sehingga 
geramlah para Sahabatnya, lalu   Rasulullah   sa   w   bersabda: 
Biarkanlah dia, karena pemilik hak mempunyai hak untuk be rsuara, 
dan belikan untuknya seekor unta kemudian   serahkan   kepadanya. 
Para Sahabat mengatakan: Kami tidak mendapatkan unta yang sama 
d engan untqanya, yang ada adalah unta yang lebih   baik   dari 
untanya. Rasulullah saw bersabda: Berikan kepadanya, sesungguhnya 





5. Hadis Dari Ibn ‗Abbas (diriwayatkan bahwa) ia berkata: Rasulullah 
saw bersabda: Tidak ada tindakan mudarat dan   membalas 
kemudaratan [HR Ahmad, Ibn Majah, Malik, Daraqutni dan al- 
Baihaqi]. 
Muhammadiyah menggunakan qiyas sebagai metode penetapan hukum 
bungabank. Hikmah dan ‗illat, yang menjadi faktor penentu dalam metode 
ini, dipahami oleh organisasi ini sebagai satu istilah yang tidak dapat 
dipisahkan satu sama lain. Oleh karena itu, Muhammadiyah mengalami 
kesulitan untuk memutuskan kasus bunga bank ini.   Selain   itu,   organisasi 
ini juga menggunakan istihsan bi addarurat sebagai metode   penetapan 
hukum bunga bank. Namun, metode ini juga tidak sepenuhnya ditetapkan. 
Baginya, meskipun berdasarkan qiyasjali ternyata bunga bank itu sama 
dengan riba, tapi demi kepentingan umat Islam maka hukum haram riba 
tidak dapat diterapkan sepenuhnya pada kasus bunga bank 
E. Perbandingan Ijtima Jama’i dan Ijtima Qiyasi Tentang Bunga 
Bank Dalam Praktik Perbankan 
NU menyatakan bahwa menitipkan uang di bank dengan alasan demi 
keamanan dan uangnya tidak digunakan untuk larangan agama adalah 
makruh.16 Pernyataan NU ini tidak disertai dengan ungkapan yang jelas, 
yakni pada kalimat ―larangan agama‖.   Tampaknya   batasan   ―larangan 
agama‖ yang dimaksud adalah meliputi larangan bagi pihak bank untuk 
menyalurkan uang kepada debitur yang memakai jasa bank   dengan 
tambahan pinjaman atau pihak bank sebagai kreditur meminjamkan dana 




tempat para nasabah menyimpan uang untuk larangan agama, NU tetap 
mengharamkan praktik bunga bank tersebut.
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Berbeda dengan NU, Muhammadiyah tampaknya masih ragu terhadap ada 
atau tidak adanya ‗illat riba pada bank milik Negara. Muhammadiyah 
berpendapat bahwa hukum bunga bank milik Negara merupakan musytabihat. 
Alasannya karena ada kecenderungan halal atau haram,17 di samping juga 
karena dalam bank itu tidak dibedakan antara orang yang meminjam uang 
untuk konsumsi dan meminjamuntuk produksi.
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Pandangan tokoh muhammadiyah dan Nahdlatul ulamaDi Kabupaten 
BlitarBerkaitan Dengan Bunga Bank Dan Riba 
Pandangan bunga bank dengan riba, ulama NU sendiri sepakat bahwa 
ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda (khilafiyah). Ustadz Ahmad 
Rifa‘i mengatakan: 
Para ulama NU ikhtilaf dalam memandang status hukum tambahan 
pengembalian itu dengan 3 hukum, yang pertama   bunga   bank   haram 
secara mutlak, karena mereka menyamakan bunga bank dengan riba. Yang 
kedua, pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba 
sehingga hukumnya boleh (mubah). Yang   ketiga   pendapat   yang 
mengatakan bunga bank hukumnya syubhat, artinya syubhat   itu   antara 
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memberatkan masyarakat dalam menyikapi bunga bank. Karena ulama NU 
sudahmemberi jembatan pilihan dalam menanggapinya.
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Sedangkan dari organisasi Muhammadiyah sendiri dalam menyikapi 
bungabank, Ustadz Ismail Nurfika, S.H. mengatakan: 
Sesuai dengan fatwa di Majelis Tarjih, bunga bank diputuskan 
hukumnya masuk kategori mutasyabihat, yaitu hukumnya   masih 
mengambang. Apabila jumlah tambahan pengembaliannya tidak sesuai 
dengan kompensasi tingkat inflasi. Dalam artian kompensasi tingkat inflasi 
atau jumlahnya melebihi dari penurunan nilai uang yang ada, maka itu 
termasuk riba. 
Baik NU Maupun Muhammadiyah sama-sama sependapat bahwa riba 
hukumnya adalah haram hal ini berdasarkan pada nas sarih alQur‘an dan al-
Hadis yang dengan jelas-jelas telah mengharamkan adanya praktek riba. 
Meskipun dalam melihat aplikasi hukum Islam tentang riba sama-sama 
mengharamkanya, tetapi NU dan Muhammadiyah memiliki   cara   pandang 
atau berfikir yang berbeda. Bagi NU bahwa hukum bunga bank adalah 
haram baik itu bank milik swasta maupun   bank   milik   negara.   Lebih 
lanjut, NU mengungkapkan bahwa bunga yang diambil oleh penabung di 
bank adalah riba yang diharamkan. Artinya, apa yang diambil seseorang 
tanpa melalui usaha perdagangan dan tanpa bersusah payah   sebagai 
tambahan pokok hartanya, maka yang demikian itu termasuk riba. NU 
kemudian menguatkan pendapatnya, bahwa pengambilan bunga bank oleh 
nasabah yang menyimpan uangnya di bank adalah haram.   Dalam hal ini 
NU lebih tegas dalam 
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menetapkan keharaman bunga bank—yaitu apabila pihak bank 
menggunakannya untuk perbuatan yang telah dilarang   agama. Sedangkan 
bagi Muhammadiyah agaknya masih ragu terhadap ada atau tidak adanya 
‗illat riba pada bank milik negara, hal   ini   terlihat   dengan   penetapan, 
bahwa hukum bunga bank milik negara adalah musytabihat. Alasan 
mengatakan musytabihat, adalah karena ada dua kecenderungan yaitu halal 
atau haram, di samping juga karena dalam bank itu tidak dibedakan antara 
orang yang meminjam uang untuk konsumsi dan meminjam untuk 
diproduksikan. Maka hal ini harus dihindari, kecuali dalam keadaan darurat 
(terpaksa). Tampaknya keputusan Muhammadiyah ini sejalan   dengan 
pendapat yang mengatakan bahwa   bunga   bank   boleh   karena   darurat, 
seperti pendapat Mustafa az-Zarqani, yang mengatakan bahwa bank 
merupakan kenyataan yang tidak dapat dihindarkan. Karenanya umat Islam 
boleh bermu‘amalah dengan bank atas pertimbangan darurat. Lebih lanjut, 
Muhammadiyah menyatakan, bahwa riba yang diharamkan oleh   agama 
adalah sifat pembungaan yang selalu disertai unsur penyalahgunaan 
kesempatan dan penindasan. Sedang yang berlaku dewasa ini sama sekali 




Pandangan bunga bank dengan riba, ulama NU sendiri sepakat bahwa 
ulama memiliki pandangan yang berbeda-beda (khilafiyah). Ustadz Ahmad 
Rifa‘i mengatakan: Para ulama NU ikhtilaf   dalam   memandang   status 
hukum tambahan pengembalian itu dengan 3 hukum, yang pertama bunga 
bank haram secara mutlak, 
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karena mereka menyamakan bunga bank dengan   riba.   Yang   kedua, 
pendapat yang tidak mempersamakan bunga bank dengan riba sehingga 
hukumnya boleh (mubah). Yang ketiga pendapat yang mengatakan bunga 
bank hukumnya syubhat, artinya syubhat itu antara halal   dan   haram. 
Dengan demikian, ulama NU tidak memberatkan masyarakat dalam 




Sedangkan dari organisasi Muhammadiyah sendiri dalam menyikapi 
bunga bank, Ustadz Ismail Nurfika, S.H. mengatakan: Sesuai dengan fatwa 
di Majelis Tarjih, bunga bank diputuskan hukumnya masuk kategori 
mutasyabihat, yaitu hukumnya masih mengambang. Apabila   jumlah 
tambahan pengembaliannya tidak sesuai dengan kompensasi tingkat inflasi. 
Dalam artian kompensasi tingkat inflasi atau jumlahnya melebihi dari 
penurunan nilai uang yang ada, maka itu termasuk riba.
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Kedua organisasi Islam ini antara NU dan Muhammadiyah samasama 
telah mengeluarkan Fatwa tentang keharaman bunga bank   yang 
dipersamakan dengan riba, sehingga kedua organisasi besar ini menyerukan 
untuk menggunakan bank yang sesuai dengan konsep syariah, hal ini bank 
yang sesuai dengan konsep keuangan dalam islam adalah bank syariah. 
dalam penerapan fatwanya di daerah sulawesi selatan masih ada perbedaan 
antara NU dan Muhammadiyah yakni pada penggunaan bank, jika   NU 
masih sebagian ortomnya yang menggunkan bank 
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syariah berbeda dengan Muhammadiyah yang mengupakan semua amal 
usaha danortom menggunakan bank syariah.
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Dengan demikian terlihat bahwa pada setiap organisasi memiliki 
pendapatsendiri beserta alasan dalil yang menguatkannya. 
F. Implikasi dari Hasil Ijtihad Para Ulama 
 
Mengingat masyarakat mayoritas islam diindonesia merupakan potensi yang 
terbesar dalam pembangunan nasional dan dalam kehidupan sosial 
ekonominya, diperlukan adanya suatu lembaga keuangan sebagai peminjam 
dan pembina yang memenuhi syarat sesuai dengan keyakinan masyarakat 
pada umumnya, maka dipandang perlu untuk mencari jalan keluar 
menentukan sistem perbankan yang sesuai dengan hukum Islam, yakni bank 
tanpa suku bunga dengan langkah-langkahsebagai berikut:
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a. Sebelum tercapainya cita-cita di atas, hendaknya sistem perbankan yang 
dijalankan sekarang ini harus segera diperbaiki 
b. Perlu diataur dalam penghimpunan dana masyarakat dengan prinsip: 
 
1) Wadi‘ah (simpanan) bersyarat atau dhamanah, yang digunakan untuk 
menerima giro (current account) dan tabungan (seving account) serta 
pinjaman dari lembaga keuangan lain yang menganut sistem yang sama—
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simpanan dana (bank) bertanggungjawabatas pengembalian dana tersebut 
sesuai dengan akad. 
2) Mudarabah dalam prinsip ini pemilik dana   bersepakat   dengan   bank 
untuk melakukan usaha bersama dengan membagi keuntungan   yang 
diperoleh dengan suatu rasio yang telah disepakati terlebih, Mudarabah 
muqaradah, Musyarakah , Murabahah, Pemberian kredit dengan service 
change (bukan bunga), Ijarah , Bai‘ ad-Dain, termasuk di dalamnya Bai‘ as-
Salam, Al-Qard al-Hasan (pinjaman kredittanpa bunga, dan tanpa service 
change), Bai‘ al-‗Ajil. 
c. Untuk ini dapat ditempuh kegiatan tersebut dengan dasar: Wakalah, 
Musyarakah, Murabahah, Ijarah, Sewa-beli, Bai‘ as-Salam, Bai‘ al-Ajil, 
Kafalah (garansi bank),Working capital financing (pembiayaan modal kerja) 
melalui purshase order dengan menggunak prinsip murabahah 
d. Untuk jasa-jasa perbankan (banking service) lainnya, seperti pengiriman 
dan transfer uang, jual beli valuta asing dan penukarannya dan lainlain, 
tetap dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip tanpa   bunga (SekJen 
NU, 1992). dahulu. 
Dalam prakteknya, bentuk ini disebut investment account (deposito 
berjangka), mislanya 3 bulan, 6 bulan dan sebagainya, yang pada garis 
besarnya dapat dinyatakan dalam: 
1) Genaral Investment (GIA). Peraturan perbankan mewajibkan pengembalian 
dana nasabah secara utuh pada saat jatuhnya jangka waktu deposito, atau 





2) Special Investment (SIA). Dana diperuntukan membiayai   proyek   atau 
jenis perdagangan tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. 
Sumber dana Bank Islam dapat juga dalam bentuk infaq, zakat, sedekah, 
hibah dan lain-lainnya. Special Investment ini meliputi.   Penanaman   dana 
dan kegiatan usaha. Dalam penanaman dana   atau proses usaha   lainnya, 
bank Islam pada dasarnya bergerak dalam tiga bidang yaitu: -Pembiayaan 
proyek -Pembiayaan perdagangan perkongsian - Pemberian jasa atas dasar 







Pinjaman dalam perbankan disebut dengan istilah kredit. Pengertian 
kredit menurut Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan Nomor 10 
Tahun 1998 adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan 
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam 
antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk 




Dalam penjelasan diatas bahwasanya   ketika   terjadi   utang-piutag 
antara kreditur dengan bank, ketika jatuh waktu pelunasan utang maka 
diwajibkan juga membayar bunga sesuai dengan persentase yang telah 
disepakati di awal akad. Tambahan pengembalian utang itu disebut bunga. 
Sedangkan riba adalah suatu kelebihan yang terjadi dalam tukar 
menukar barang yang sejenis atau jual beli barter tanpa disertai dengan 
imbalan, dan kelebihan tersebut disyaratkan dalam perjanjian. Dengan 
demikian, apabila kelebihan tersebut tidak disyaratkan dalam   perjanjian 
maka tidak termasuk riba. 
Larangan riba telah ada dalam nash Al-Qur‘an dan   Al-Hadis. Sehingga 
paraulama sepakat bahwa hukum dari riba adalah haram. Akan tetapi berbeda 
dengan bunga bank, ada perbedaan pendapat terkait bunga bank yang 
disandingkan denganriba. 
Dari sisi maknanya, antara bunga bank dan   riba   sama-sama 
bermakna tambahan. Namun kemudian ada perbedaan makna tambahan 
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diantara keduanya. Bunga bank adalah tambahan yang terjadi sebab ada 
peraturannya sedangkan riba adalah tambahan yang terjadi sebab akad. 
Berkaitan dengan bunga bank dan riba, dalam pandangan ulama NU 
sendiri sepakat bahwa ada khilafiyah dalam menanggapinya. Ditinjau dari 
kaca mana ulama tersebut memandangnya. Pendapat pertama 
diperbolehkan,alasannya dengan mempertimbangkan kemaslahatan umat. Jika 
bunga bank itu disamakan dengan riba, maka semua yang berhubungan 
dengan bank itu haram, karena bunga hanya ada dalam perbankan. Dan 
dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat tidak bisa terlepas dari uang yang 
merupakan produk dari bank itu sendiri. 
Pendapat yang kedua adalah haram mutlak,   karena dipandang dari 
segi tambahan pengembalian yang dipersyaratkan di awal akad. Dan 
pendapat yang ketiga adalah syubhat, yaitu masih remang-remang antara 
halal dan haram. 
Sedangkan ulama Muhammadiyah sendiri telah memiliki   landasan 
yang telah ditetapkan dan itu berlaku hingga seterusnya. Berdasarkan fatwa 
Majelis Tarjih Muhammadiyah bahwa hukum dari bunga adalah 
mutasyabihat. Untuk itu status hukum tambahan pengembalian masih 




Karena bunga bank yang tidak bisa sepenuhnya disamakan dengan 
riba apabila bunga tersebut merupakan bagian dari modal. Bunga menjadi 
bagian dari modal apabila jumlahnya sesuai untuk mengkompensasi tingkat 
inflasi yang mengurangi nilai uang yang ada. 
Tentunya, pandangan dari kedua organisasi ini memiliki argumentasi 
masing-masing yang perlu diuji kesahihannya. Yang   jelas, kedua argumen 
ini memiliki dalil yang kuat, bukan hanya dalil yang tidak didukung oleh 
pijakan dan dasar hukum yang tidak ada dalilnya sehingga bisa 
dipertahankan khususnya bagi umat Islam. 
B. SARAN 
 
Adapun saran dari penelitian ini penulis   menyatakan   dalam 
menyikapi perbedaan persepsi tentang bunga bank pada persoalan 
prosedurnya, disarankan agar prosedur itu dapat disesuaikan dengan 
keyakinan banyak pihak yang akan menggunakan jasa bank, karena sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini, masih ada kemungkinan 
untuk diupayakan terwujudnya ketentuan hukum bunga bank yang lebih 
sempurna bagi masyarakat. Diperlukan adanya forum kajianatau musyawarah 
yang harus dilakukan oleh NU dan Muhammadiyah yang diikutioleh para 
ahli hukum Islam dan ahli-ahli perbankan agar   kajiannya   lebih 
komprehensif dan hasilnya diharapkan lebih mendekati   bahkan   sesuai 
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